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ABSTRAK 
 
 
MANGULUANG (B11109278), Pemberian Status “Non-Member 
Observer State” Kepada Palestina Oleh PBB Dalam Upaya 
Penyelesaian Konflik Dengan Israel Ditinjau Dari Segi Hukum 
Internasional. Di Bawah Bimbingan Abdul Maasba Magassing Selaku 
Pembimbing I dan Maskun Selaku Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui kedudukan Palestina 
pasca pemberian status “non-member observer state” ditinjau dari hukum 
internasional dan (2) untuk mengetahui apakah pemberian status “non- 
member observer state” kepada Palestina oleh PBB dalam upaya 
penyelesaian konflik dengan Israel dapat meningkatkan status Palestina 
menjadi “permanent member” di PBB. 
 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan 
menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu 
dengan mempelajari bahan bacaan, berupa teori-teori yang berasal dari 
buku-buku ilmiah, laporan-laporan, jurnal-jurnal hukum, media cetak, dan 
media elektronik atau  internet, serta bahan kepustakaan lainnya yang 
berhubungan dengan objek permasalahan. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya pemberian 
status ini, semakin mempertegas posisi dan eksistensi Palestina sebagai 
sebuah negara dalam hukum internasional. Hal ini akan membuka ruang 
bagi Palestina untuk ikut menjadi bagian dalam badan-badan PBB, dan 
juga telah membuka peluang bagi Palestina untuk menjadi bagian dari 
ICC yang diharapkan nantinya dapat digunakan sebagai kekuatan 
Palestina untuk menuntut Israel atas pelanggaran Internasional yang Israel 
lakukan terhadap kedaulatan Palestina. Pemberian status ini dapat 
dimaknai sebagai sebuah langkah awal yang positif dalam usaha 
Palestina menjadi “permanent member” di PBB. Memang pemberian 
status ini bukanlah menjadi suatu jaminan hukum. Dalam hukum 
internasional belum ada ketentuan khusus yang mengatur secara jelas 
bahwa negara yang memperoleh status “non-member observer state” akan 
secara langsung dan mudah menjadi “permanent member” di PBB apabila 
mereka mengajukan keanggotaan. Namun, secara politik, pemberian 
status ini pada dasarnya dapat dimaknai sebagai sebuah dukungan kuat 
yang telah didapatkan oleh Palestina dari masyarakat internasional.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Dalam dunia internasional telah menjadi sebuah kebutuhan, dimana 
negara sebagai salah satu subjek hukum internasional menjalin hubungan 
dengan negara lain. Suatu negara itu bisa diibaratkan sebagai individu 
manusia, yang tentu tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan manusia 
lainnya. Suatu negara akan sulit untuk mempertahankan eksistensinya 
sebagai negara apabila tidak didukung dari bantuan negara lain. Apakah itu 
bantuan berupa bantuan ekonomi, bantuan sumber daya alam, teknologi, dan 
lain-lain.  
Hubungan antar negara ini tidak selamanya terjalin dengan baik. Tidak 
jarang dalam hubungan-hubungan tersebut menimbulkan konflik, yang timbul 
dari berbagai macam potensi konflik. Salah satu isu konflik yang sering terjadi 
adalah mengenai sengketa batas wilayah. Kadang suatu negara yang 
berbatasan dengan negara lain, tidak memiliki kesepakatan mengenai batas 
wilayah masing-masing.   
Konflik internasional merupakan resiko dari suatu hubungan antar-
bangsa atau dengan kata lain konflik internasional ini merupakan atribut yang 
1 
 
tidak bisa lepas dalam kehidupan masyarakat dunia. Konflik hanya akan 
hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri1. 
Konflik tidak jarang diwujudkan dengan perang. Menurut Francois, 
perang didefinisikan sebagai keadaan hukum antara negara-negara yang 
saling bertikai dengan menggunakan kekuatan militer. Sedangkan 
Oppenheim mendefinisikan perang sebagai persengketaan antara dua 
negara dengan maksud menguasai lawan dan membangun kondisi 
perdamaian seperti yang diinginkan oleh yang menang2. Perang inilah yang 
menjadi alternatif terakhir ketika suatu konflik sudah mencapai titik didihnya 
dan sudah tidak dapat diselesaikan dengan cara damai. 
Isu yang paling hangat dibicarakan oleh kalangan masyarakat 
internasional ketika dihadapkan dengan permasalahan perang adalah isu 
mengenai hak asasi manusia, keamanan dan perdamaian internasional. 
Perang dunia I dan II telah meninggalkan trauma yang mendalam bagi 
sebagian besar masyarakat internasional. Korban jiwa yang berjatuhan, 
kerusakan infrastruktur dalam jumlah besar, dan krisis perekonomian dunia 
yang terjadi pada perang dunia I dan II adalah sebuah bencana bagi 
peradaban umat manusia. Masyarakat internasional tentu tidak menginginkan 
hal itu terulang. 
1 Wikipedia. “Konflik” http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik diakses tanggal 16 Februari 2013. 
2 Sasmini. “Pengertian dan Perkembangan Hukum Humaniter Internasional”.  
http://sasmini.staff.hukum.uns.ac.id/2010/11/07/overview-hukum-humaniter-internasional/ 
diakses pada tanggal 16 Maret 2013. 
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Akibat yang ditimbulkan dengan adanya perang tentu saja adalah 
penderitaan bagi penduduk sipil. Salah satu contoh konflik internasional yang 
menjadi perhatian masyarakat dunia adalah konflik yang terjadi di timur-
tengah, yaitu konflik antara Israel-Palestina. Konflik Israel-Palestina ini telah 
mengakibatkan korban jiwa dalam jumlah besar. 
Banyak aspek yang mempengaruhi konflik Israel-Palestina, mulai dari 
aspek permasalahan mendasar yaitu kepentingan dari kedua pihak untuk 
menguasai wilayah yang sama, sampai dengan permasalahan yang lebih 
kompleks lagi, misalnya ketika konflik ini dikaitkan dengan aspek sejarah, 
budaya, agama, ekonomi, dan sebagainya. 
Ditinjau dari sejarahnya, konflik Israel-Palestina merupakan kelanjutan 
dari konflik Arab-Israel, yaitu yang bermula pada periode mandat (1914-
1946)3. Periode mandat bermula pada saat keruntuhan Kerajaan Ottoman 
yang merupakan sekutu Jerman dalam perang dunia I (1914-1918). Sejak 
tahun 1517 hingga 1917 kerajaan Ottoman Turki menguasai Arab termasuk 
wilayah yang saat ini menjadi Lebanon, Syria dan Palestina4.  
Pada tahun 1916 ketika Jerman dan Turki kalah, kontrol atas wilayah 
kekuasaan Kerajaan Ottoman dilimpahkan pada Inggris (British Mandate) dan 
3 “Crisis Guide: The Israeli-Palestinian Conflict” http://www.cfr.org/israel/crisis-guide-israeli-
palestinian-conflict diakses 19 February 2013. 
4 “History of Israel & Palestinian” http://www.masada2000.org/historical.html diakses 19 
February 2013. 
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Perancis (France Mandate) melalui perjanjian Sykes-Picot Agreement5, yang 
membagi Arab menjadi beberapa wilayah. Lebanon dan Syria dibawah 
kekuasaan Perancis (France mandate) sementara Irak dan Palestina 
termasuk wilayah yang saat ini dikenal dengan negara Jordan dibawah 
kekuasaan Inggris (British Mandate).  
Bangsa Arab maupun Yahudi sama-sama berjasa pada Inggris dalam 
perang dunia I sehingga Inggris berhasil mengalahkan Jerman dan Turki. 
Atas bantuan dari bangsa Arab dan Yahudi itu, kepada pihak Arab yang 
berniat memperluas wilayahnya, Inggris menjanjikan sebagian wilayah bekas 
Kerajaan Ottoman yang pada waktu itu berada pada Mandat Inggris. Disisi 
lain, Inggris juga menjanjikan wilayah kepada Yahudi yang berkeinginan 
mendirikan negara sendiri yang merdeka. 
Konflik pun muncul ketika pihak Arab meminta wilayah yang dulu dikuasai 
Turki termasuk Palestina sepenuhnya menjadi milik Arab. Tapi pihak Yahudi 
juga meminta pada Inggris yang dulu menjanjikan seluruh Palestina 
(termasuk Jordan yang dulu belum ada) untuk diserahkan pada bangsa 
Yahudi. 
5 The Sykes-Picot Agreement adalah Perjanjian antara Pemerintah Inggris dan Prancis 
dengan persetujuan dari Rusia terkait pembagian wilayah kekuasaan Turki Ottoman di 
Timur-Tengah pasca keruntuhan Turki Ottoman pada Perang Dunia 1. Lihat: “The Sykes – 
Picot agreement (1916)”.http://www.crethiplethi.com/the-sykes-picot-agreement-
1916/historical-documents/2009/ diakses 18 Maret 2013. 
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Pada tahun 1917 terbitlah deklarasi Balfour6, yang berisi mengenai 
dukungan pemerintah Inggris kepada kaum Yahudi untuk mendirikan dan 
memiliki negara sendiri di Palestina. Hal tersebut mendapat penolakan dari 
bangsa Arab. Mereka merasa dikhianati oleh Inggris. Bangsa Arab sangat 
tidak menginginkan berdirinya negara Israel di Palestina. Sejak 
dikeluarkannya deklarasi Balfour, bangsa Arab-Palestina dan bangsa Yahudi-
Palestina di wilayah Palestina hidup dalam situasi konflik yang mencekam, 
benturan dan saling serang kedua pihak sering terjadi, yang mengakibatkan 
banyak korban yang berjatuhan. 
Pada tahun 1947, Inggris memutuskan untuk meninggalkan daerah 
mandat tersebut. Setahun berikutnya Israel memproklamirkan negara Israel 
di Palestina yaitu pada 14 Mei 1948. Hal ini membuat bangsa Arab semakin 
marah. Kemudian pecahlah perang pertama antara Israel dengan koalisi 
negara Arab dalam memperebutkan wilayah Palestina. Perang itu 
berlangsung dari 15 Mei 1948 hingga 10 Maret 1949 dan berakhir dengan 
kemenangan Israel. Konflik berikutnya yang terkenal terjadi pada 5-10 Juni 
1967 antara Israel dengan negara-negara Arab (Mesir, Yordania, Suriah, 
Lebanon), perang ini dikenal dengan “Six Days War”7. Konflik ini terus 
6 Heru Wibowo. “Konflik Israel dan Palestina, Konflik yang tak berujung” 
http://herunorton.wordpress.com/2012/11/19/konflik-israel-dan-palestinakonflik-yang-tak-
berujung/ diakses 16 Maret 2013. 
7 Encyclopædia Britannica. “Six Days War” 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/850855/Six-Day-War diakses 16 Maret 2013. 
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berlanjut, dan berbagai perang telah terjadi yang mengakibatkan ribuan 
korban jiwa berjatuhan dari kedua pihak. 
Dalam usaha-usahanya menghadapi pendudukan Israel, Palestina 
membentuk organisasi-organisasi perlawanan. Salah satu organisasi yang 
terbesar adalah Palestine Liberation Organisation (PLO). Kisah-kisah 
perjuangan bangsa Palestina ini kemudian mendatangkan simpati 
masyarakat Internasional. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Palestina untuk 
menggalang dukungan dari negara-negara Arab. Dengan dukungan dari 
negara-negara Arab tersebut, Palestina akhirnya memproklamirkan 
kemerdekaannya pada 15 November 1988. Pihak negara-negara Arab 
kemudian menyerahkan segala permasalahan Palestina sepenuhnya ke 
PLO. 
Berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, berbagai kesepakatan 
damai juga telah diadakan oleh negara-negara pihak ketiga sebagai 
mediator, namun hal-hal tersebut belum diimplementasikan oleh kedua pihak. 
Konflik itu masih terus berlanjut. 
Diakuinya Palestina oleh negara-negara Arab dan beberapa negara 
lainnya, tidak serta-merta membuat Palestina mendapat pengakuan oleh 
masyarakat internasional pada forum-forum internasional. PBB sebagai salah 
satu organisasi internasional yang anggotanya adalah hampir semua negera-
negara didunia, hanya mengakui Palestina sebagai sebuah entitas yang 
bukan anggota PBB. Belum adanya pengakuan terhadap Palestina sebagai 
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sebuah negara oleh PBB membuat posisi tawar Palestina dalam upaya 
meraih kemerdekaan sepenuhnya sebagai sebuah negara yang defenitif 
menjadi sulit.  
Menurut beberapa literatur hukum internasional, salah satunya yaitu buku 
Mochtar Kusumaatmadja yang berjudul “Pengantar Hukum Internasional” 
menjelaskan bahwa billegerent atau pemberontak merupakan salah satu 
subjek hukum internasional. Penggolongan Palestina sebagai salah satu 
subjek hukum internasional tersebut tidak serta-merta memberikan Palestina 
hak-hak yang setara dengan kedudukan sebuah negara dalam forum 
Internasional dalam hal ini PBB. Misalnya hak untuk melakukan tuntutan 
terhadap pelanggaran kedaulatan, tuntutan terhadap serangan militer dan 
lain sebagainya dalam pengadilan internasional. 
Konflik panjang yang telah terjadi antara Israel-Palestina telah merenggut 
banyak korban jiwa. Simpati terhadap perjuangan-perjuangan Palestina pun 
akhirnya berdatangan dari mayoritas masyarakat internasional di PBB. Dan 
pada tanggal 29 November 2012, melalui voting majelis umum PBB, 
diputuskan untuk memberikan status baru bagi Palestina yaitu “non-member 
observer state” di PBB, yang status sebelumnya adalah sebagai “non-
member observer entity”8. Palestina mendapatkan dukungan mayoritas pada 
Sidang Umum tersebut berdasarkan hasil voting yaitu persetujuan dari 138 
8 The Guardian. “UN general assembly makes resounding vote in favour of Palestinian 
statehood” http://www.guardian.co.uk/world/2012/nov/29/united-nations-vote-palestine-state 
diakses 23 Februari 2013. 
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anggota Majelis Umum PBB, sementara hanya 9 anggota yang menolak dan 
sisa 41 anggota lainnya abstain.9 
Pengakuan PBB terhadap Palestina sebagai sebuah negara tersebut, 
akan menjadi lembar baru kaitannya dalam upaya penyelesaian konflik Israel-
Palestina. Seperti yang kita ketahui bahwa PBB melalui organ Dewan 
Keamanan memiliki tanggung jawab dalam memelihara dan menjaga 
perdamaian internasional, hal tersebut tercantum dalam Piagam PBB. 
Meskipun belum menjadi anggota PBB yang memiliki hak-hak keanggotaan 
PBB, setidaknya hak-hak Palestina sebagai sebuah negara telah diakui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Ibid. 
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B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah kedudukan Palestina pasca pemberian status “non-
member observer state” ditinjau dari hukum internasional? 
2. Apakah pemberian status “non-member observer state” kepada 
Palestina oleh PBB dalam upaya penyelesaian konflik dengan Israel 
dapat meningkatkan status Palestina menjadi “permanent member” di 
PBB? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan penulisan ini adalah: 
1. Untuk mengetahui kedudukan Palestina pasca pemberian status 
“non-member observer state” ditinjau dari hukum internasional. 
2. Untuk mengetahui apakah pemberian status “non-member observer 
state” kepada Palestina oleh PBB dalam upaya penyelesaian konflik 
dengan Israel dapat meningkatkan status Palestina menjadi 
“permanent member” di PBB. 
Manfaat penulisan ini adalah sebagai bahan referensi dan 
menambah pustaka kajian tentang situasi konflik Israel-Palestina yang 
diharapkan bisa menjadi acuan untuk penulisan lebih lanjut pada 
perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus 
dan para pembaca pada umumnya. 
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BAB II 
Tinjauan Pustaka 
A. Sejarah dan Perkembangan Hukum Internasional10 
A.1. Hukum Internasional Jaman Kuno 
A.1.1 India Kuno 
Kebudayaaan India pada jaman dahulu telah mengenal kaidah 
dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antara kasta, suku 
bangsa dan raja-raja. Menurut Bannerjce yang melakukan 
penyelidikan pada masa sebelum masehi, adat kebiasaan yang 
mengatur hubungan antar raja, yang disebut Desa Dharma. 
Gautamasutra dan undang-undang Manu memuat tentang hukum 
kerajaan. Pada masa itu, belum terdapat pemisahan mengenai 
hukum yang mengatur agama, soal-soal kemasyarakatan dan 
negara, sehingga hukum yang mengatur hubungan antara raja-raja 
tersebut tidak dapat disamakan dengan hukum internasional zaman 
sekarang. Namun tulisan-tulisan pada waktu itu sudah ada 
menunjukkan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara 
kerajaan, seperti ketentuan yang mengatur kedudukan utusan raja, 
10 Lihat Arsensius. Sejarah Perkembangan Hukum Internasional dari Masa Klasik Hingga 
Modern. Jurnal Varia Bina Civika FH-UNTAN, 2009. Diakses di 
http://jurnal.untan.ac.id/index.php/civika/article/view/401 pada 17 Maret 2013. 
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perjanjian dengan kerajaan lain, serta ketentuan tentang perang.11 
 
A.1.2 Cina Kuno 
Cina memperkenalkan nilai-nilai etika dalam proses 
pembelajaran untuk kelompok-kelompok berkuasa. Pembentukan 
sistem kekuasaan negara yang bersifat regional tributary state. 
Pembentukan perserikatan negara-negara Tiongkok yang 
dicanangkan oleh Kong Hu Cu. Pada masa Cina kuno ini juga 
ditemukan kasus sejarah tentang penyelesaian arbitrasi 
(perwasitan) dan mediasi. 
 
A.1.3 Yunani Kuno 
Seorang penulis yaitu Vinoggradoff, berpendapat bahwa 
pada masa Yunani kuno telah ada hukum yang dinamakan hukum 
intermunicipal, yaitu kaidah-kaidah kebiasaan yang berlaku dalam 
hubungan antar negara-negara kota, seperti ketentuan mengenai 
utusan, pernyataan perang, perbudakan tawanan perang. Kaidah-
kaidah intermunicipal juga diterapkan bagi masyarakat tetangga dari 
negara kota. Namun kaidah intermunicipal sangat dipengaruhi oleh 
pengaruh agama, sehingga tidak ada pemisahan yang tegas antara 
11 Mochtar Kusumaatmaja dan Etty R. Agoes. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: PT. 
Alumni, 2003. Hal 26. 
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hukum, moral, keadilan, dan agama.12 
 
A.1.4 Romawi Kuno 
Hukum yang mengatur hubungan antar kerajaan tidak 
mengalami perkembangan pada masa Romawi kuno ini, karena 
masyarakat bangsa-bangsa hidup dalam satu imperium, yaitu 
Imperium Romawi. Sumbangan utama bangsa Romawi bagi 
perkembangan hukum pada umumnya dan sedikit sekali bagi 
perkembangan hukum internasional. Pada masa Romawi ini 
diadakan pembedaan antara Ius Naturale dan Ius Gentium. Ius 
Gentium (hukum masyarakat) menunjukkan hukum yang 
merupakan sub dari hukum alam (Ius Naturale). Pengertian Ius 
Gentium hanya dapat di kaitkan dengan dunia manusia sedangkan 
Ius naturale (hukum alam) meliputi seluruh fenomena alam. 
Sumbangan bangsa Romawi terhadap hukum pada umumnya yaitu 
dengan adanya the Corpus Juris Civilis, pada masa Kaisar 
Justinianus. Konsep-konsep dan asas-asas hukum perdata yang 
kemudian diterima dalam hukum internasional seperti occupation, 
servitut, bona fides, pacta sunt servanda. 
Keberadaan Imperium Romawi Suci (Holly Roman Empire) 
pada masa kekuasaan Romawi membuat hukum internasional tidak 
12 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional  1, Sinar Grafika, Jakarta, 2001. Hal 9. 
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mengalami perkembangan. Hal ini disebabkan karena tidak 
dimungkinkannya keberadaan suatu bangsa merdeka yang berdiri 
sendiri, serta adanya struktur  masyarakat eropa barat yang bersifat 
feodal, yang melekat pada hierarki otoritas yang menghambat 
munculnya negara-negara merdeka, oleh karenanya tidak 
diperlukan hukum yang mengatur hubungan antar bangsa-
bangsa.13 
 
A.2. Hukum Internasional pada Abad Pertengahan 
A.2.1 Hukum Internasional Pada Abad ke-15 dan 16 
Pada abad pertengahan, hukum alam mengalami kemajuan 
kembali melalui transformasi di bawah gereja. Peran keagamaan 
mendominasi sektor-sektor sekuler. Sistim kemasyarakatan di 
Eropa pada waktu itu terdiri dari beberapa negara yang berdaulat 
yang bersifat feodal dan Tahta Suci. 
Pada masa itu muncullah konsep perang adil sesuai dengan 
ajaran kristen. Perang adil harus dilakukan dengan tidak 
bertentangan dengan ajaran gereja. Selain itu, beberapa hasil karya 
ahli hukum memuat mengenai persoalan peperangan, seperti 
Bartolo yang menulis tentang tindakan balas yang seimbang 
(reprisal), Honore de Bonet menghasilkan karya The Tree of Battles 
13 Ibid. Hal 8-9. 
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pada tahun 1380.14 
Meskipun pada abad pertengahan hukum internasional tidak 
mengalami perkembangan yang berarti, sebagai akibat besarnya 
pengaruh ajaran gereja, tetapi negara-negara yang berada di luar 
jangkauan gereja seperti di Inggris, Perancis, Venesia, Swedia, 
Portugal, benih-benih perkembangan hukum internasional mulai 
bermunculan. Traktat-traktat yang dibuat oleh negara lebih bersifat 
mengatur peperangan, perdamaian, gencatan senjata dan 
persekutuan-persekutuan. 
Melemahnya kekuasaan gereja yang ditandai dengan upaya 
sekulerisasi, seperti yang dilakukan oleh Martin Luther sebagai 
tokoh reformis gereja, dan seiring dengan mulai terbentuknya 
negara-negara moderen. Misalnya, Jean Bodin dalam Buku Six 
Livers De la Republique 1576, mengemukakan bahwa kedaulatan 
atau kekuasaan bagi pembentukan hukum merupakan hak mutlak 
bagi lahirnya entitas suatu negara15. 
Pada akhir abad pertengahan ini, hukum internasional 
digunakan dalam isu-isu politik, pertahanan dan militer. Hukum 
mengenai pengambilalihan wilayah berkaitan dengan eksplorasi 
Eropa terhadap benua Afrika dan Amerika. Beberapa ahli hukum 
14 Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. Hukum Internasional Kontemporer. Bandung: 
Rafika Aditama, 2006. Hal 34. 
15 Ibid. Hal 35. 
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seperti, Fransisco De Vittoria yang memberikan kuliah di Universitas 
Salamanca Spanyol bertujuan untuk justifikasi praktek penaklukan 
Spanyol. Ia menulis buku Relectio de Indies, yang menjelaskan 
hubungan bangsa Spanyol dan Portugis dengan bangsa Indian di 
benua Amerika, Di dalam buku itu juga dikemukakan bahwa negara 
tidak dapat bertindak sekehendak hatinya, dan ius inter gentes 
(hukum bangsa-bangsa) diberlakukan bukan saja bagi bangsa 
Eropa tetapi juga bagi semua umat manusia. 
Alberico Gentili, dengan hasil karyanya De Jure Belli Libri 
Tres tahun 1598. Hasil pemikirannya lainnya adalah studi tentang 
hukum perang, doktrin perang adil, pembentukan traktat, hak-hak 
budak dan kebebasan di laut.16 
Pada abad ke 15 dan 16, telah terjadi penemuan dunia baru, 
masa pencerahan ilmu dan reformasi yang merupakan revolusi 
keagamaan yang telah memporak-porandakan belenggu kesatuan 
politik dan rohani di Eropa dan menguncangkan fundamen-
fundamen umat Kristen pada abad pertengahan. 
Para ahli hukum pada abad tersebut telah mulai 
memperhitungkan evolusi suatu masyarakat negara-negara 
merdeka dan memikirkan serta menulis tentang berbagai macam 
persoalan hukum bangsa-bangsa. Mereka menyadari perlunya 
16 Ibid. Hal 35-36. 
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serangkaian kaidah untuk mengatur hubungan antar negara-negara 
tersebut. Andai kata tidak terdapat kaidah-kaidah kebiasaan yang 
tetap maka para ahli hukum wajib menemukan dan membuat 
prinsip-prinsip yang berlaku berdasarkan nalar dan analogi. Mereka 
mengambil prinsip-prinsip hukum Romawi untuk dijadikan pokok 
bahasan studi di Eropa. Mereka juga menjelaskan preseden-
preseden sejarah kuno, hukum kanonik, konsep semi teologis dan 
serta hukum alam17. Diantara penulis-penulis pelopor itu antara lain 
adalah Hugo De Groot atau Grotius, Vittoria (1480-1546), Belli 
(1502-1575), Brunus (1491-1563), Fernando Vasgues de Menchaca 
(1512-1569), dan Ayala (1548-1617). Tulisan-tulisan para ahli 
hukum ini yang terpenting adalah pengungkapan bahwa satu pokok 
perhatian hukum internasional pada abad ke-16 adalah hukum 
perang antar negara, dan dalam kaitan eropa telah mulai 
menggunakan tentara tetap, suatu praktek yang tentunya 
menyebabkan berkembang adat-istiadat dan praktek-praktek 
peperangan yang seragam. 
Francisco Suares (1548-1617), yang menulis buku De 
Legibus ae Deo Legislatore (on Laws and Good as Legislator) yang 
mengemukakan adanya suatu hukum atau kaidah objektif yang 
harus diikuti oleh negara-negara dalam hubungan antar mereka. Ia 
17 J.G.Starke. Op.Cit. Hal 11. 
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juga meletakkan dasar suatu ajaran hukum internasional yang 
meliputi seluruh umat manusia dan gentilis. 
Hugo De Groot atau Grotius (1583-1645), orang yang paling 
berpengaruh atas keadaan hukum internasional moderen dan 
dianggap sebagai Bapak Hukum Internasional. Karyanya yang 
terkenal adalah buku on the law of war and peace (de jure Belli ac 
Pacis) tahun 1625. Hasil karyanya itu menjadi karya acuan bagi 
para penulis selanjutnya serta mempunyai otoritas dalam 
keputusan-keputusan pengadilan. Sumbangan pemikirannya bagi 
perkembangan hukum internasional adalah pembedaan antara 
hukum alam dengan hukum bangsa-bangsa. Hukum bangsa-
bangsa berdiri sendiri terlepas dari hukum alam, dan mendapatkan 
kekuatan mengikatnya dari kehendak negara-negara itu sendiri. 
Beberapa doktrin Grotius bagi perkembangan hukum internasional 
moderen adalah pembedaan antara perang adil dan tidak adil, 
pengakuan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan individu, 
netralitas terbatas, gagasan tentang perdamaian, konferensi-
konferensi periodik antara pengusa-penguasa negara serta 
kebebasan di laut yang termuat dalam buku Mare Liberium tahun 
1609. 
Samuel Pufendorf (1632-1694) dalam buku De Jure Nature 
Et Gentium menyatakan bahwa hukum internasional dibentuk atas 
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dasar hak-hak alamiah universal dan perang sebagai alat hanya 
dapat disahkan melalui syarat-syarat yang ketat. Zouche (1590-
1660), penganut aliran positivisme, lebih memberikan perhatian 
pada hukum internasional dalam keadaan damai dari pada hukum 
perang.18  
 
A.3. Hukum Internasional Modern 
A.3.1 Pada Abad ke-17 dan 18 
Jeremy Bentham, seorang filsuf Inggris memberikan nama 
baru terhadap ”hukum bangsa-bangsa” yaitu menyebutnya dengan 
istilah ”hukum internasional”. Pengertian baru ini berpengaruh pada 
isi hukum internasional itu sendiri, yaitu adanya pemisahan antara 
persoalan domestik dengan internasional. Pembedaan ini sebagai 
akibat munculnya konsep kedaulatan dari perjanjian the Peace of 
Westphalia yang ditujukan untuk mengakhiri perang antar kelompok 
antar agama  yang berlangsung lebih dari 30 tahun di Eropa19. 
Menurut Mochtar Kusumaatmaja, perdamaian Westphalia dianggap 
sebagai peristiwa penting dalam sejarah hukum internasional 
moderen dan meletakkan dasar-dasar masyarakat moderen. Bentuk 
negara-negara tidak lagi berdasarkan kerajaan tetapi didasarkan 
atas negara-negara nasional, serta adanya pemisahan antara 
18 Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. Op.Cit. Hal 39. 
19 Ibid. Hal 40. 
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gereja dengan urusan pemerintahan. Dasar-dasar perjanjan 
Westphalia kemudian diperkuat lagi dengan adanya perjanjian 
Utrecht, yaitu dengan menerima asas keseimbangan kekuatan 
sebagai asas politik internasional.20 
Ada kecendrungan dari para ahli hukum untuk lebih 
mengemukakan kaidah-kaidah hukum internasional terutama dalam 
bentuk traktat dan kebiasaan dan mengurangi sedikit mungkin 
hukum alam sebagai sumber dari prinsip-prinsip tersebut21. Para 
penulis terkemuka pada abad ke 17 dan 18 antara lain: Cornelis 
Van Bynkershoek (1673-1743), yang mengemukakan pentingnya 
actual practice dari negara-negara dari pada hukum alam. 
Sumbangan pemikiran lainnya  teori tentang hak dan kewajiban dari 
negara netral. Christian Wolf (1632-1694), mengemukakan teori 
mengenai Civitas Maxima yang sebagai negara dunia meliputi 
negara-negara dunia. Von Martens (1714-1767), dalam Receuil des 
Traites yaitu suatu kumpulan perjanjian yang masih merupakan 
suatu kumpulan berharga hingga sekarang. Emmerich De Vattel 
(1714-1767) memperkenalkan prinsip persamaan antar negara-
negara. 
 
20 Mochtar Kusumaatmaja dan Etty R. Agoes. Op.Cit. Hal 30, 32. 
21 J.G. Starke. Op.Cit. Hal 13. 
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A.3.2 Pada Abad ke-19 
Hukum internasional berkembang lebih jauh lagi. Beberapa 
faktor yang mempengaruhi perkembangan ini adalah adanya 
kebangkitan negara-negara baru, baik di dalam maupun di luar 
benua Eropa, Moderenisasi sarana angkutan dunia, penemuan-
penemuan baru, terutama di bidang persenjataan militer untuk 
perang. Kesemuanya itu  menimbulkan kebutuhan akan adanya 
sistem hukum internasional yang  bersifat tegas untuk mengatur 
hubungan-hubungan internasional tersebut.  Pada abad ini juga 
mengalami perkembangan kaidah-kaidah tentang perang dan 
netralitas, serta meningkatnya penyelesaian perkara-perkara 
internasional melalui lembaga Arbitrase internasional. Praktek 
negara-negara juga mulai terbiasa dengan pembuatan traktat-traktat 
untuk mengatur hubungan-hubungan antar negara. Hasil karya para 
ahli hukum, lebih memusatkan perhatian pada praktek yang berlaku 
dan menyampingkan konsep hukum alam, meskipun tidak 
meninggalkan pada  reason dan justice, terutama apabila sesuatu 
hal tidak diatur oleh traktat atau kebiasaan22. Para ahli hukum yang 
terkemuka pada masa ini antara lain: Henry Wheaton, menulis buku 
Elements of International Law; De Martens, menulis buku yang 
semata-mata didasarkan atas praktek negara-negara tidak menurut 
22 Ibid. Hal 8. 
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hukum alam; Kent, Kluber, Philimore, Calvo, Fiore, Hall. 
Berdirinya organiasi internasional yang menampung para ahli 
hukum internasional adalam wadah the Law International 
Association dan Institut De Droit International. Hukum internasional 
juga menjadi objek studi dalam skala yang luas dan memungkinkan 
penanganan persoalan internasional secara lebih profesional. 
 
A.3.3 Abad ke-20 dan Dewasa ini 
Hukum internasional mengalami perkembangan yang cukup 
penting Pada abad ini mulai dibentuk Permanent of Court Arbitration 
pada Konferensi Hague 1899 dan 1907. Pembentukan Permanent 
Court of International Justice sebagai pengadilan yudicial 
internasional pada tahun 1921, pengadilan ini kemudian digantikan 
oleh International Court of Justice tahun 1948 hingga sekarang. 
Terbentuk juga organisasi internasional yang fungsinya menyerupai 
pemerintahan dunia untuk tujuan perdamaian dan kesejahteraan 
umat manusia, seperti Liga Bangsa Bangsa, yang kemudian 
digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adanya perluasan 
ruang lingkup traktat multilateral tidak saja dibidang sosial ekonomi 
tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak dan kebebasan-
kebesasan fundamental individu. Para ahli hukum internasional 
lebih memusatkan perhatian pada praktek-praktek dan putusan-
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putusan pengadilan23.  
Sejalan dengan perkembangan dalam masyarakat moderen, 
maka hukum internasional dituntut agar dapat mengatur mengenai 
energi nuklir dan termonuklir, perdagangan internasional. 
Pengangkutan internasional melalui laut, pengaturan ruang angkasa 
di luar atmosfir dan di ruang kosmos, pengawasan lingkungan 
hidup, menetapkan rezim baru untuk eksplorasi dan eksploitasi 
sumber-sumber daya alam di dasar laut di luar batas-batas teritorial, 
sistim jaringan informasi dan pengamanan data-data komputer serta 
terorisme internasional24.  
Beberapa persoalan hukum internasional yang kerap kali 
timbul dalam hubungan internasional antara lain adalah klaim ganti 
kerugian yang menimpa warga negara suatu negara di negara lain, 
penerimaan dan pengusiran warga asing oleh suatu negara, 
persoalan nasionalitas, pemberlakuan extrateritorial beberapa 
perundangan nasional, penafsiran perjanjian internasional, serta 
pemberlakuan suatu perjanjian yang rumit diberlakukan sebagian 
besar negara di bidang perdagangan, keuangan, pengangkutan, 
penerbangan, energi nuklir. Pelanggaran hukum internasional yang 
berakibat perang, perlucutan senjata dan perdagangan senjata 
23 Ibid. Hal 14-15. 
24 Ibid. Hal 16. 
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ilegal25. Berbagai persoalan di atas menunjukkan bahwa hukum 
internasional tetap diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan 
yang terjadi dalam hubungan internasional. Hukum internasional 
diharapkan dapat mengatur dan memberikan penyelesaian hukum 
yang tepat dan adil sehingga dapat diakui dan diterima oleh negara-
negara atau pihak-pihak yang bertikai. 
 
B. Subjek-Subjek Hukum Internasional 
B.1. Negara 
Sudah menjadi kodrat alam, bahwa manusia sejak dahulu kala 
selalu hidup bersama-sama dalam suatu kelompok (zoon politicon). 
Dalam kelompok manusia itulah mereka berjuang bersama-sama 
mempertahankan hidupnya mencari makan, melawan bahaya dan 
bencana serta melanjutkan keturunannya. Mereka berinteraksi, 
mengadakan hubungan sosial. Untuk mempertahankan hak mereka 
untuk dapat hidup di tempat tinggal tertentu yang mereka anggap baik 
untuk sumber penghidupan, diperlukan seseorang atau sekelompok kecil 
orang-orang yang ditugaskan mengatur dan memimpin kelompoknya. 
Kepada pemimpin kelompok inilah diberikan kekuasaan-kekuasaan 
25 Ibid. Hal 18. 
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tertentu dan kelompok manusia tadi diharuskan menaati peraturan-
peraturan perintah pemimpinnya.26 
Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti yang klasik, 
dan telah demikian halnya sejak lahirnya hukum internasional. Bahkan 
hingga sekarang pun masih ada anggapan bahwa hukum internasional 
itu pada hakikatnya adalah hukum antar-negara.27 Negara dalam sejarah 
perkembangan hukum internasional dipandang sebagai subjek hukum 
terpenting dibandingkan dengan subjek-subjek hukum internasional 
lainnya. Tentunya dalam kedudukan sebagai subjek hukum internasional 
maka negara memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional. 
Menurut J.G. Starke negara adalah satu lembaga yang merupakan 
satu system yang mengatur hubungan-hubungan yang ditetapkan oleh 
dan di antara manusia sendiri, sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan 
yang paling penting di antaranya seperti satu system ketertiban yang 
menaungi manusia dalam melakukan kegiatan-kegiatannya.28 
 
B.1.1 Pengertian Negara 
Secara etimologi, negara dapat diterjemahkan dari kata-kata 
asing staat (bahasa Belanda), state (bahasa Inggris) dan Etat 
26 C.S.T. Kansil, Ilmu Negara Umum dan Indonesia. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001. 
Hal 133. 
27 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. Op.Cit. Hal 98. 
28 Alma Manuputty. Hukum Internasional. Depok: Rech-ta, 2008. Hal 75. 
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(bahasa Prancis). Asalnya adalah bahasa latin yang berarti 
menaruh dalam keadaan berdiri; membuat berdiri;menempatkan. 
Pada dasarnya tidak ada suatu definisi yang tepat terhadap 
pengertian suatu Negara. Namun kita dapat mengambil beberapa 
pengertian suatu negara berdasarkan pengertian-pengertian oleh 
para ahli. 
a) Menurut Georg Wilhelm Friedrich Hegel, negara merupakan 
organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari 
kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.  
b) Menurut Roelof Krannenburg, negara adalah suatu 
organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan 
atau bangsanya sendiri. 
c) Menurut Thomas Hobbes bahwa negara adalah suatu tubuh 
yang dibuat oleh orang banyak beramai-ramai, yang masing-
masing berjanji akan memakainya menjadi alat untuk 
keamanan dan pelindungan mereka. 
d) Menurut George Jellinek yang juga disebut sebagai Bapak 
Negara memberikan pengertian tentang Negara yang 
merupakan organisasi kekuasaan dari kelompok manusia 
yang telah berdiam di suatu wilayah tertentu 
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Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada 
dasarnya negara adalah suatu organisasi sosial yang dibentuk oleh 
suatu kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan tertinggi atas 
suatu wilayah tertentu dan tinggal di wilayah tersebut yang 
kemudian membentuk pemerintahannya sendiri untuk mengatur 
kehidupan bernegaranya. 
 
B.1.2 Syarat-syarat terbentuknya negara 
Dalam pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 mengenai hak-hak 
dan kewajiban-kewajiban negara disebutkan karakteristik yang 
harus dimiliki oleh suatu negara untuk dapat dikatakan dan diakui 
sebagai negara. Negara sebagai subjek hukum internasional harus 
memiliki syarat-syarat sebagai berikut29: 
a) Penduduk tetap; 
Penduduk merupakan kumpulan individu-individu yang 
terdiri dari dua kelamin tanpa memandang suku, bahasa, 
agama, dan kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat 
dan yang terkait dalam suatu negara melalui hubungan yuridis 
dan politik yang diwujudkan dalam suatu kewarganegaraan. 
Unsur terpenting dalam pengertian ini bahwa kumpulan individu 
29 Ibid. Hal 76-79. 
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ini harus terorganisir dengan baik. Oleh karena itu, penduduk 
yang tidak mendiami suatu wilayah secara tetap dan selalu 
berpindah-pindah tidak dapat dikatakan sebagai penduduk atau 
rakyat. 
b) Wilayah tertentu; 
Penduduk yang berpindah dari suatu tempat ke tempat lain 
(nomade) tidaklah dipandang sebagai negara. Sebagaimana 
penduduk tetap, tidaklah penting apakah daerah yang didiami 
secara tetap itu besar atau kecil. Vatican misalnya memiliki luas 
negeri yang lebih kecil dari Nauru. Dalam konteks ini negara-
negara tersebut biasa disebut negara-negara kecil atau “mini”, 
“mikro”, “liliput”, “dwarf”, atau diminutive state. Oleh karena itu, 
dalam optik hukum internasional baik Singapura dengan luas 
wilayah 218 km2 maupun China dengan luas wilayah 9.596.961 
km2 memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek hukum 
internasional. 
c) Pemerintah yang berdaulat; 
Yang dimaksud dengan pemerintah yang berdaulat yaitu 
kekuasaan yang tertinggi yang merdeka dari pengaruh 
kekuasaan lain di muka bumi. Akan tetapi kekuasaan yang 
dimiliki oleh suatu negara terbatas pada wilayah negara yang 
memiliki kekuasaan itu. Maksudnya adalah bahwa dalam 
27 
 
kedaulatan suatu negara terbatas pada kedaulatan negara lain. 
Suatu negara harus memiliki pemerintah, baik seorang atau 
beberapa orang yang mewakili warganya sebagai badan politik 
serta hukum di negaranya, dan pertahanan wilayah negaranya. 
Pemerintah dengan kedaulatan yang dimiliknya merupakan 
penjamin stabilitas internal dalam negaranya, disamping 
merupakan penjamin kemampuan memenuhi kewajibannya 
dalam pergaulan internasional. Pemerintah inilah yang 
mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka mencapai 
kepentingan nasional negaranya, baik itu di dalam negaranya 
dalam rangka mempertahankan integritas negaranya, maupun 
di luar negaranya melaksanakan politik luar negeri untuk suatu 
tujuan tertentu. 
d) Kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan 
negara-negara lain. 
Penggunaan istilah capacity to enter into international 
relation dalam pasal 1 Konvensi Montevideo memiliki peranan 
yang sangat penting. Pentingnya eksistensi unsur ke-4 ini 
berakibat pada semakin jelasnya perbedaan antara negara 
dengan unit-unit kecil seperti anggota-anggota federasi atau 
protektorat yang tidak mengurusi urusan luar negerinya dan 
tidak mendapat pengakuan dari negara-negara lain sebagai 
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bagian anggota masyarakat internasional. Contohnya dapat 
dilihat dalam Southern Rhodesia Case.  Southern Rhodesia 
awalnya merupakan bagian territorial dari pemerintah Inggris 
sampai Southern Rhodesia menyatakan kemerdekaannya dari 
Inggris pada bulan November 1965 dengan populasi penduduk, 
wilayah, pemerintah, dan kemampuan untuk melakukan 
hubungan dengan negara lain. Akan tetapi, dalam 
kenyataannya tidak satu negarapun yang memiliki keinginan 
untuk melakukan hubungan (kerjasama) dengan Southern 
Rhodesia. Dalam hal ini Southern Rhodesia ditolak 
eksistensinya sehingga tidak mendapat pengakuan sebagai 
sebuah negara dari masyarakat internasional. 
 
B.1.3 Teori-teori Pengakuan Negara 
Pengakuan adalah tindakan bebas oleh suatu negara atau 
lebih yang mengakui eksistensi suatu wilayah tertentu dari 
masyarakat manusia yang terorganisir secara politis, yang tidak 
terikat pada negara lain, dan mempunyai kemampuan untuk 
menaati kewajiban-kewajiban menutut hukum internasional, dan 
dengan cara itu negara-negara yang mengakui menyatakan 
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kehendak mereka untuk mengangap wilayah yang diakuinya 
sebagai salah satu anggota masyarakat internasional.30 
Secara garis besar terdapat dua teori mengenai pengakuan 
dalam hukum Internasional. Kelompok pertama adalah yang dikenal 
sebagai teori Konstitutif. Suatu teori yang menegaskan bahwa 
tindakan pengakuan dari negara-negara lainlah yang memiliki 
pengaruh atas terciptanya atau dimulainya eksistensi negara baru. 
Menurut teori ini pengaruh negara-negara yang telah eksis terlebih 
dahulu sangat dominan untuk menentukan eksistensi negara baru. 
Sedangkan, teori deklaratoir atau evidentiary adalah teori yang 
berpemahaman bahwa suatu pengakuan dari negara-negara lain 
hanyalah bersifat mempertegas atau menguatkan keadaan yang 
menunjukkan eksistensi negara yang mendapatkan pengakuan.31 
Disamping kedua teori itu, terdapat juga teori yang dinamakan 
teori jalan tengah. Teori ini lahir karena pandangan beberapa 
sarjana yang menganggap bahwa kedua teori sebelumnya kurang 
memuaskan, dan dianggap sangat bertolak belakang. Menurut teori 
jalan tengah, harus dipisahkan antara kepribadian hukum suatu 
negara dan pelaksanaan hak dan kewajiban dari pribadi hukum itu. 
Untuk menjadi sebuah pribadi hukum, suatu negara tidak 
30 J.G. Starke. Op.Cit. Hal 176. 
31 Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. Op.Cit. Hal 133. 
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memerlukan  pengakuan. Namun, agar pribadi hukum itu dapat 
melaksanakan hak dan kewajibannya dalam hukum internasional 
maka diperlukan pengakuan oleh negara-negara lain.32 
 
B.1.4 Pengelompokan Pengakuan Negara 
Pengakuan dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk, sifat 
dan jenisnya, yaitu: 
1) Berdasarkan bentuknya33; 
a) Pengakuan negara baru 
Pengakuan negara baru ini terkait dengan teori-teori 
pengakuan seperti yang sudah dijelaskan diatas. 
b) Pengakuan pemerintahan baru 
Pengakuan ini biasa terjadi apabila dalam suatu negara 
terjadi perubahan bentuk pemerintahan yang sangat kontras. 
Akan tetapi logikanya, pengakuan terhadap suatu negara 
juga berarti pengakuan terhadap pemerintah negaranya. 
c) Pengakuan sebagai pemberontak 
Pengakuan ini diberikan kepada sekelompok 
pemberontak yang sedang melakukan pemberontak-
an terhadap pemerintahnya sendiri di suatu negara. Dengan 
32 Pengakuan (Recognition) dalam Hukum Internasional. 
http://lawmetha.wordpress.com/2011/06/05/pengakuan-recognition-dalam-hukum-
internasional/ diakses 27 Februari 2013. 
33 Alma Manuputty. Op.Cit. Hal 200-210. 
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memberikan pengakuan ini, bukan berarti negara yang 
mengakui itu berpihak kepada pemberontak. Dasar pemikiran 
pemberian pengakuan ini semata-mata adalah pertimbangan 
kemanusiaan. Sebagaimana diketahui, pemberontak 
lazimnya melakukan pemberontakan karena 
memperjuangkan suatu keyakinan politik tertentu yang 
berbeda dengan keyakinan politik pemerintah yang sedang 
berkuasa. Oleh karena itu, mereka sebenarnya bukanlah 
penjahat biasa. Dan itulah maksud pemberian pengakuan ini, 
yaitu agar pemberontak tidak diperlakukan sama dengan 
kriminal biasa. Namun, pengakuan ini sama sekali tidak 
menghalangi penguasa (pemerintah) yang sah untuk 
menumpas pemberontakan itu. 
d) Pengakuan billigerensi 
Pengakuan ini mirip dengan pengakuan sebagai 
pemberontak. Namun, sifat pengakuan ini lebih kuat daripada 
pengakuan sebagai pemberontak. Pengakuan ini diberikan 
bilamana pemberontak itu telah demikian kuatnya sehingga 
seolah-olah ada dua pemerintahan yang sedang bertarung. 
Dalam pengakuan ini, negara-negara ketiga dalam sikapnya 
membatasi diri negaranya sekedar mencatat bahwa para 
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pemberontak tidak kalah dan telah menguasai sebagian 
wilayah nasional dan mempunyai kekuasaan secara fakta. 
e) Pengakuan sebagai bangsa 
Pengakuan ini diberikan kepada suatu bangsa yang 
sedang berada dalam tahap membentuk negara. Mereka 
dapat diakui sebagai subjek hukum internasional. 
Konsekuensi hukumnya sama dengan konsekuensi hukum 
pengakuan beligerensi. 
f) Pengakuan hak-hak territorial dan situasi internasional 
baru 
Pengakuan ini biasanya dikenal dengan istilah Stimson’s 
Doctrine of Non- Recognition. Pengakuan ini lebih bermakna 
tidak mengakuinya hak-hak territorial dan situasi internasional 
baru. Bentuk pengakuan ini bermula dari peristiwa 
penyerbuan Jepang ke Cina. Peristiwanya terjadi pada tahun 
1931 di mana Jepang menyerbu Manchuria, salah satu 
provinsi Cina, dan mendirikan negara boneka disana 
(Manchukuo). Padahal Jepang adalah salah satu negara 
penandatangan Perjanjian Perdamaian Paris 1928 (juga 
dikenal sebagai Kellogg-Briand Pact atau Paris Pact), sebuah 
perjanjian pengakhiran perang. Dalam perjanjian itu terdapat 
ketentuan yang menegaskan bahwa negara-negara penanda 
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tangan sepakat untuk menolak penggunaan perang sebagai 
alat untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Dengan demikian 
maka penyerbuan Jepang itu jelas bertentangan dengan 
perjanjian yang ikut ditandatanganinya. Oleh karena itulah, 
penyerbuan Jepang ke Manchuria itu diprotes keras oleh 
Amerika Serikat melalui menteri luar negerinya, Stimson, 
yang menyatakan bahwa Amerika Serikat “tidak mengakui 
hak-hak teritorial dan situasi internasional baru” yang 
ditimbulkan oleh penyerbuan itu. 
 
2) Berdasarkan Jenisnya34; 
a) Pengakuan de jure 
Pengakuan de jure berarti bahwa menurut negara yang 
mengakui, negara atau pemerintah yang diakui secara formal 
telah memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum 
internasional. 
b) Pengakuan de facto 
Pengakuan de facto berarti bahwa menurut negara yang 
mengakui, untuk sementara dan secara temporer serta 
dengan segala reservasi yang layak di masa mendatang, 
34 J.G. Starke. Op.Cit. Hal 186-187. 
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bahwa negara atau pemerintah yang diakui telah memenuhi 
syarat berdasarkan fakta (de facto). 
 
3) Berdasarkan sifatnya; 
a) Pengakuan secara diam-diam (Implied Recognition) 
Pengakuan secara diam-diam adalah pengakuan yang 
dilakukan oleh suatu negara dengan cara mengadakan 
hubungan dengan pemerintah atau negara baru dengan 
mengirimkan seorang wakil diplomatik, mengadakan 
pembicaraan dengan pejabat-pejabat resmi ataupun kepala 
negara setempat, membuat persetujuan dengan negara 
tersebut. Contoh pengakuan ini adalah hubungan antara 
Amerika Serikat dan RRC. Walaupun secara resmi Amerika 
Serikat belum mengakui RRC, namun semenjak tahun 1955 
negara tersebut telah mengadakan perundingan-perundingan 
tingkat duta besar di jenewa.35 
b) Pengakuan Kolektif 
Pengakuan kolektif adalah pengakuan yang diwujudkan 
dalam suatu perjanjian internasional atau konferensi 
multilateral. Misalnya Helsinki Treaty tahun 1976, negara-
negara NATO mengakui Republik Demokrasi Jerman Timur 
35 Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. Op.Cit. hal 136. 
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dan negara-negara Pakta Warsawa mengakui pula Republik 
Federal Jerman.36 
c) Pengakuan Prematur 
Sebelum memberikan pengakuan oleh suatu negara 
terhadap negara baru, negara tersebut pada umumnya 
terlebih dahulu memperhitungkan kriteria-kriteria yang harus 
dimilikinya terlebih dahulu. Akan tetapi, dalam hal keadaan 
tertentu adakalanya pengakuan diberikan tanpa 
memperhitungkan keadaan yang pada umumnya harus 
terpenuhi terlebih dahulu sebelum pengakuan diberikan. 
Contoh dari pengakuan semacam ini telah sering terjadi 
missal pengakuan AS terhadap Israel yang mana penentuan 
batasnya masih dalam sengketa, pengakuan Jerman 
terhadap Kroasia yang pada saat itu, yang bahkan, tidak 
memiliki control atas sebagian besar wilayahnya.37 
d) Pengakuan bersyarat 
Pengakuan bersyarat merupakan pengakuan yang 
diberikan oleh suatu negara kepada negara, dengan 
memberikan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh 
negara yang mendapatkan pengakuan tersebut. Apabila 
36 Ibid. Hal 136. 
37 Ibid. Hal 137-138. 
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kewajiban- kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka hal 
tersebut tidak menghapuskan pengakuan. Dengan 
pelanggaran yang dilakukan atas syarat-syarat tersebut maka 
negara yang diakui dapat dinyatakan melanggar hukum 
internasional, dan terbuka kemungkinan bagi negara yang 
mengakui untuk memutuskan hubungan diplomatik sebagai 
sanksinya atau dilakukan sanksi lain.38 
 
B.2. Pemberontak dan Pihak dalam Sengketa (belligerent) 
Dalam bukunya Mochtar Kusumaatmadja39 menjelaskan bahwa 
menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan 
hak sebagai pihak yang bersengketa (belligerent) dalam beberapa 
keadaan tertentu. Menurut Openhaim, ada 4 syarat agar pemberontak 
dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa 
(belligerent) atau sebagai subjek hukum Internasional, yaitu40: 
a) Adanya perang saudara disertai dengan pernyataan hubungan 
permusuhan antara negara yang bersangkutan dengan kaum 
belligerensi tersebut, 
b) kaum belligerensi harus menduduki sebagian wilayah Negara 
tersebut, 
38 J.G. Starke. Op.Cit. Hal 181. 
39 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. Op. Cit. Hal 110-111. 
40 I Wayan Parthiana. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Mandar Maju. 2003. Hal 
133. 
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c) adanya penghormatan atas peraturan-peraturan hukum perang oleh 
kedua belah pihak, yakni negara yang bersangkutan dengan kaum 
beligerrensi itu sendiri, 
d) Adanya kebutuhan praktis bagi pihak ke-3 atau negara ke-3 untuk 
menentukan sikapnya terhadap perang saudara tersebut. 
Akhir-akhir ini timbul perkembangan baru yang walaupun mirip 
dengan pengakuan status pihak yang bersengketa dalam perang, 
memiliki ciri lain yang khas, yakni pengakuan terhadap gerakan 
pembebasan seperti Gerakan Pembebasan Palestina (PLO).  
Kelainan itu karena pengakuan gerakan pembebasan demikian 
merupakan penjelmaan dari suatu konsepsi baru yang terutama dianut 
oleh negara-negara dunia ketiga yang didasarkan atas pengertian bahwa 
bangsa-bangsa (peoples) dianggap mempunyai beberapa hak asasi 
seperti; (1) hak menentukan nasib sendiri, (2) hak secara bebas memilih 
sistem ekonomi, politik dan sosial sendiri, (3) hak untuk menguasai 
sumber kekayaan alam dari wilayah yang didudukinya. 
Walaupun pada prinsipnya konsepsi demikian sebagai konsekuensi 
dari perjuangan antikolonialisme dapat diterima bahwa patut mendapat 
dukungan sepenuhnya, persoalannya menjadi sulit apabila penjajahan 
telah lenyap dari dunia dan semua bangsa telah menjelma menjadi 
negara yang merdeka. Apabila diterapkan secara terlalu bebas tanpa 
ukuran yang objektif antara lain mengenai apa yang dimaksudkan 
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dengan bangsa, walaupun konsepsi ini pada dasarnya bermaksud baik, 
bisa mempunyai pengaruh yang mengganggu stabilitas masyarakat 
internasional karena dapat dipakai oleh golongan kecil dalam suatu 
bangsa (negara) yang belum tentu mempunyai alasan yang sah untuk 
melakukan gerakan separatis. 
 
C. Sekilas tentang Sejarah Status Palestina 
Secara de facto, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang dibentuk 
pada tahun 1964 dapat dijadikan sebagai titik acuan pertama ketika 
membahas mengenai status Palestina, yaitu pada awalnya dianggap sebagai 
pemberontak biasa. PLO ini dibentuk dengan tujuan untuk menyatukan 
semua organisasi perlawanan yang ada di Palestina dalam satu wadah. 
Secara de jure, penyebutan Palestina baru muncul pada saat pengakuan 
diberikan terhadap Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) tersebut oleh 
Liga Arab pada tahun 1974, yang kemudian ditahun yang sama berlanjut 
dengan diundangnya PLO untuk berbicara di depan Sidang Umum PBB, 
yang dapat dikatakan hal tersebut merupakan bentuk pengakuan masyarakat 
internasional terhadap PLO sebagai wakil resmi rakyat Palestina dalam 
memperjuangkan berdirinya negara Palestina yang ditandai dengan 
keluarnya Resolusi PBB yang memberikan status peninjau kepada PLO. 
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Langkah selanjutnya yang dicapai oleh PLO adalah menjadi anggota penuh 
dalam Liga Arab pada tahun 1976.41 
Dengan dukungan penuh dari negara-negara Arab tersebut, PLO 
akhirnya mendeklarasikan berdirinya negara Palestina pada 15 November 
1988 dan telah mendapat pengakuan dari negara-negara Arab. Berdirinya 
negara Palestina berdasarkan deklarasi tersebut tidak serta merta mengubah 
status PLO di PBB yang sebelumnya yaitu sebagai organisasi peninjau. 
Meskipun kemudian sejak setelah deklarasi tersebut Majelis Umum PBB 
memilih penyebutan “Palestina” ketimbang “Organisasi Pembebasan 
Palestina”.42 
Hingga akhirnya pada tanggal 29 November 2012, melalui voting majelis 
umum PBB, diputuskan untuk memberikan status baru bagi Palestina yaitu 
“non-member observer state” di PBB, Palestina mendapatkan dukungan 
mayoritas pada Sidang Umum tersebut. Pemberian status ini dapat dikatakan 
telah mempertegas status Palestina sebagai sebuah negara.  
 
 
 
 
41 Wikipedia, Ensiklopedia Bebas: Organisasi Pembebasan Palestina 
http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Pembebasan_Palestina diakses pada 2 April 2013. 
42 Wikipedia, Ensiklopedia Bebas: Negara Palestina 
http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Palestina diakses pada 2 April 2013. 
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D. Perserikatan Bangsa-bangsa 
D.1. Sejarah Pembentukan PBB43 
Setelah LBB berumur 20 tahun sebagai suatu organisasi 
internasional yang bertujuan untuk mengakhiri perang dan agar 
masyarakat internasional hidup berdampingan dengan damai, mengalami 
kegagalan dengan pecahnya Perang Dunia II. 
Keadaan peperangan yang menyebabkan suasana yang 
mengenaskan bagi umat manusia, menggugah para pemikir untuk 
mendirikan suatu organisasi internasional yang lebih sempurna yang 
bersifat universal. Gagasan untuk mendirikan PBB timbul dikalangan 
Private Group Amerika. Misalnya tahun 1939 terbentuklah apa yang 
disebut dengan Comission to Study the Organization of Peace. Tahun 
1942 didirikan suatu komite Post of International Problems. Pernyataan-
pernyataan dari komite inilah yang merupakan dasar untuk mendirikan 
suatu organisasi internasional. 
Disamping usaha-usaha pihak swasta pembicaraan-pembicaraan 
antara negarawan-negarawan juga sangat penting untuk mendorong 
segera terbentuknya organisasi internasional. Misalnya, pembicaraan 
yang diadakan pada tanggal 13 Agustus 1941 antara Rosevelt dan 
Churchill telah menghasilkan apa yang terkenal sebagai Atlantic Charter. 
Hal yang penting dalam Atlantic Charter tersebut adalah jaminan bahwa 
43 Sri Setianingsih Suwardi. Hal 249-251. 
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seluruh umat manusia harus hidup bebas dari ketakutan dan kekurangan, 
dalam penyelesaian sengketa penggunaan kekerasan harus dihindari 
dan perlu adanya system dari keamanan bersama (general security). 
Walaupun dalam Atlantic Charter tersebut tidak secara khusus 
dikemukakan tentang pembentukan organisasi internasional yang baru 
namun pernyataan dari kedua pemimpin tersebut menunjukkan bahwa 
mereka telah memikirkan kemungkinan pembentukan dari organisasi 
internasional yang menggantikan fungsi dari LBB. 
Pada tanggal 1 Januari 1942 dikeluarkan suatu deklarasi yang 
terkenal sebagai “Declaration of the United Nations” yang ditandatangani 
oleh Rosevelt, Churchill, Litvinov, dari USSR dan Soong dari China. 
Keempat negara telah menyetujui adanya program umum dengan 
prinsip-prinsip dan maksud untuk melengkapi Atlantic Charter dan 
mereka menyetujui akan melawan musuh secara bersama-sama. 
Negara-negara yang menandatangani Deklarasi tersebut adalah 26 
negara. Rosevelt mengusulkan jika nanti terbentuk organisasi 
internasional baru diberi nama United Nations. 
Pada tanggal 25 April 1945, Konferensi PBB tentang Organisasi 
Internasional dimulai di San Francisco, dihadiri oleh 50 pemerintah dan 
sejumlah organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penyusunan 
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB resmi dibentuk pada 24 
Oktober 1945 atas ratifikasi Piagam oleh lima anggota tetap Dewan 
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Keamanan-Perancis, Republik Cina, Uni Soviet, Inggris dan Amerika 
Serikat-dan mayoritas dari 46 anggota lainnya. Sidang Umum pertama, 
dengan 51 wakil negara, dan Dewan Keamanan, diadakan di 
Westminster Central Hall di London pada Januari 194644. 
 
D.2. Organ Utama Perserikatan Bangsa-Bangsa 
D.2.1 Majelis Umum (General Assembly) 
Majelis Umum PBB atau Sidang Umum PBB adalah salah 
satu dari organ/badan utama PBB. Majelis ini terdiri dari anggota 
dari seluruh negara anggota dan bertemu setiap tahun dibawah 
seorang Presiden Majelis Umum PBB yang dipilih dari wakil-wakil. 
Ketika Majelis Umum mengadakan pemilihan pada masalah-
masalah penting, minimal diperlukan dua pertiga suara dari seluruh 
anggota yang hadir. Contoh masalah penting ini termasuk: 
rekomendasi tentang perdamaian dan keamanan; pemilihan 
anggota untuk badan PBB; pemasukan, suspensi, dan pengusiran 
anggota; dan hal-hal anggaran. Sedang masalah-masalah lain yang 
ditentukan cukup oleh suara mayoritas. Setiap negara anggota 
memiliki satu suara. Selain hal-hal persetujuan anggaran, resolusi 
tidak mengikat pada anggota. Majelis dapat membuat rekomendasi 
44 Wikipedia, Ensiklopedia Bebas: Perserikatan Bangsa-Bangsa. 
http://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa#cite_ref-13 diakses pada 6 Maret 
2013. 
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mengenai setiap masalah dalam lingkup PBB, kecuali masalah 
perdamaian dan keamanan yang berada di bawah pertimbangan 
Dewan Keamanan. 
 
D.2.2 Dewan Keamanan (Security Council)45 
Dewan keamanan merupakan salah satu organ utama PBB 
dan merupakan organ yang paling bertanggung jawab dalam 
memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dewan 
keamanan anggotanya terdiri dari lima belas anggota. Dari lima 
belas tersebut, terdiri dari lima anggota tetap yang mempunyai hak 
veto di dewan keamanan, kelima negara tersebut adalah: Amerika 
Serikat, Inggris, Uni Soviet, Prancis dan Cina. Kesepuluh anggota 
tidak tetap dipilih untuk waktu dua tahun oleh Majelis Umum PBB. 
Semula anggota tidak tetap adalah enam negara, kemudian sejak 
tanggal 1 januari 1966 anggota tidak tetap menjadi sepuluh 
anggota, sebagai hasil amandemen Piagam PBB. Hal ini 
disebabkan karena jumlah anggota PBB bertambah dan untuk lebih 
memberikan kesempatan pada anggota PBB untuk duduk di Dewan 
Keamanan. Syarat untuk dapat dipilih sebagai anggota tidak tetap;  
45 Sri Setianingsih Suwardi. Op.Cit. Hal 287 
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a) Mempertimbangkan sumbangan yang diberikan dalam 
memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan 
tujuan lain dari organisasi. 
b) Memperhatikan pembagian secara geografis 
Praktik yang ada pada saat ini adalah: lima anggota tidak 
tetap Dewan keamanan diisi oleh wakil dari Afrika dan negara-
negara Asia, dua dari negara Amerika Latin, satu dari negara Eropa 
Timur dan dua dari negara eropa barat dan negara lainnya. Negara 
lainnya pada prinsipnya adalah negara Commonwealth-Canada, 
Australia dan Selandia Baru. Jabatan Ketua Dewan Keamanan 
dipegang secara bergilir. 
Wewenang Dewan Keamanan jika diperinci adalah sebagai 
berikut: 
a) Memelihara perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 
24 Piagam). 
b) Mengadakan penyelidikan setiap perselisihan yang dapat 
mengancam perdamaian dan keamanan internasional 
(Pasal 34 Piagam). 
c) Memberikan saran tentang cara-cara yang dapat dipakai 
untuk menyelesaikan suatu perselisihan (Pasal 36, 38). 
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d) Menentukan apakah terjadi suatu keadaan yang 
mengganggu perdamaian internasional atau adanya 
tindakan agresi dan menyarankan tindakan-tindakan apa 
yang dapat diambil untuk mencegah atau menghentikan 
adanya suatu agresi (Pasal 39 dan Pasal 40 Piagam). 
e) Menganjurkan pada para anggota untuk mengambil 
tindakan lain yang bersifat kekerasan untuk mencegah atau 
menghentikan adanya suatu agresi (Pasal 41 Piagam). 
f) Mengambil tindakan-tindakan militer terhadap adanya 
agresi (Pasal 42 Piagam). 
g) Penerimaan, penundaan, pencabutan keanggotaan (Pasal 
4[2]; Pasal 5; Pasal 6 Piagam). 
h) Pemilihan Hakim Mahkamah Internasional (Pasal 10 
Piagam) 
i) Menyarankan pemilihan Sekretaris Jendral PBB (Pasal 97 
Piagam). 
j) Menyampaikan laporan tahunan pada Majelis Umum PBB 
(Pasal 26 dan 29 Piagam). 
k) Perubahan Piagam (Pasal 108 Piagam). 
l) Pembinaan dan pengawasan daerah strategis (Pasal 83 
Piagam). 
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Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Keamanan dapat 
bertindak: 
a) Atas inisiatif sendiri (Pasal 34 Piagam). 
b) Atas permintaan negara anggota (Pasal 35[1] Piagam). 
c) Atas permintaan bukan negara anggota (Pasal 35[2] 
Piagam). 
d) Atas permintaan Majelis Umum (Pasal 11 Piagam). 
e) Atas permintaan sekretaris jenderal (Pasal 99 Piagam). 
Peranan Dewan Keamanan sehubungan dengan Bab 7 
Piagam Pasal 39 memberi kewenangan pada Dewan Keamanan 
untuk menentukan adanya satu tindakan yang membahayakan 
perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan yang dapat 
diambil oleh Dewan Keamanan adalah: 
a) Dengan tidak mempergunakan senjata (Pasal 41 
Piagam). 
b) Dengan kekerasan (Pasal 42 Piagam). 
Setiap keputusan Dewan Keamanan harus mendapat 
bantuan/dilaksanakan oleh anggota (Pasal 48, 49) dan juga bagi 
negara bukan anggota PBB (Pasal 50 Piagam). Dalam membantu 
tugas tersebut anggota PBB dapat membantu dengan bantuan 
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menyediakan tentara, fasilitas-fasilitas dan bantuan lain yang 
diperlukan. 
D.2.3 Sekretariat PBB 
Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal 
PBB, dibantu oleh suatu staf pegawai sipil internasional dari seluruh 
dunia. Sekretaris Jenderal diangkat oleh Majelis Umum, setelah 
direkomendasikan oleh Dewan Keamanan. Tugas utama seorang 
Sekretaris Jenderal adalah menyediakan penelitian, informasi, dan 
fasilitas yang diperlukan oleh badan-badan PBB untuk pertemuan 
mereka. Dia juga membawa tugas seperti yang diperintahkan oleh 
Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB, Dewan Ekonomi dan 
Sosial PBB, dan badan PBB lainnya. Piagam PBB menjelaskan 
bahwa staf yang akan dipilih oleh penerapan "standar tertinggi 
efisiensi, kompetensi, dan integritas," dengan memperhatikan 
pentingnya merekrut luas secara geografis. 
Tugas Sekretaris Jenderal termasuk membantu 
menyelesaikan sengketa internasional, administrasi operasi penjaga 
perdamaian, menyelenggarakan konferensi internasional, 
mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan keputusan Dewan 
Keamanan, dan konsultasi dengan pemerintah anggota mengenai 
berbagai inisiatif. Sekretariat kunci kantor di daerah ini termasuk 
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Kantor Koordinator Urusan Kemanusiaan dan Departemen Operasi 
Penjaga Perdamaian. Sekretaris Jenderal dapat membawa kepada 
perhatian Dewan Keamanan setiap masalah yang, menurutnya, 
bisa mengancam perdamaian dan keamanan internasional. 
 
D.2.4 Dewan Ekonomi dan Sosial 
Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) membantu Majelis 
Umum dalam mempromosikan kerjasama ekonomi dan sosial 
internasional dan pembangunan. ECOSOC memiliki 54 anggota, 
yang semuanya dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan tiga 
tahun. Presiden dipilih untuk jangka waktu satu tahun dan dipilah di 
antara kekuatan kecil atau menengah yang berada di ECOSOC. 
ECOSOC bertemu sekali setahun pada bulan Juli untuk sesi empat 
minggu. Sejak tahun 1998, ia telah mengadakan pertemuan lain 
setiap bulan April dengan menteri keuangan yang menduduki 
komite kunci dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional 
(IMF). Dilihat terpisah dari badan-badan khusus yang ia koordinasi, 
fungsi ECOSOC mencakup pengumpulan informasi, menasihati 
negara anggota, dan membuat rekomendasi. Selain itu, ECOSOC 
mempunyai posisi yang baik untuk memberikan koherensi kebijakan 
dan mengkoordinasikan fungsi tumpang tindih dari badan anak PBB 
dan dalam peran-peran inilah ECOSOC yang paling aktif. 
49 
 
D.2.5 Dewan Perwalian (Trusteeship Council) 
 Dewan perwalian adalah suatu sistem perwalian internasional 
lebih jauh telah didirikan oleh anggota PBB untuk mengatur 
pemerintah daerah-daerah yang ditempatkan di bawah pengawasan 
PBB melalui persetujuan-persetujuan perwalian individual. (daerah-
daerah yang demikian oleh karena itu disebut “daerah perwalian”). 
 Dewan Perwalian PBB mengatur agar daerah-daerah tanpa 
pemerintahan sendiri dikelola dengan perhatian kepada penduduk 
setempat dan keamanan dan perdamaian internasional. Daerah 
perwalian kebanyakan berasal dari mandat Liga Bangsa-Bangsa 
atau daerah yang diambil dari negara-negara yang kalah 
dalam Perang Dunia II, dan semuanya sekarang sudah merdeka 
atau bergabung dengan negara tetangga. Yang terakhir 
adalah Palau, yang menjadi bagian dari AS pada Desember 1994. 
Karena misinya telah tercapai, Trusteeship Council menghentikan 
kegiatan pada tanggal 1 November 1994. Saat ini dipimpin oleh 
Michel Duclos, dengan Adam Thomson sebagai wakil presiden. 
 
D.2.6 Mahkamah Internasional (International Court of Justice) 
Pasal 2(3) Piagam PBB menentukan bahwa segenap 
anggota PBB harus menyelesaikan sengketa internasional dengan 
jalan damai dan mempergunakan cara-cara sedemikian rupa 
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sehingga perdamaian dan keamanan internasional, serta keadilan 
tidak terancam. 
Ada dua cara untuk menyelesaikan sengketa internasional, 
yaitu: 1). Perjanjian antara dua pihak yang bersengketa dan; 2). 
Keputusan badan peradilan. Cara penyelesaian sengketa dengan 
damai seperti yang ditentukan pasal 33(1) Piagam PBB, yaitu: 
negoisasi (negotiation), enkuire (enquiry), mediasi (mediation) dan 
konsiliasi (conciliation) adalah suatu penyelesaian sengketa jika 
para pihak dapat membuat perjanjian penyelesaian sengketa. 
Artinya kedua pihak, telah sama-sama setuju atas rekomendasi 
yang disarankan suatu komisi (misalnya komisi konsiliasi), jika 
rekomendasi tersebut tidak diterima oleh kedua pihak yang 
bersengketa, maka sengketa tersebut belum terselesaikan. 
Untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan damai yang 
sesuai dengan asas-asas keadilan dan hukum internasional, maka 
diperlukan badan yang berdiri sendiri dan badan ini kedudukannya 
sebagai alat perlengkapan utama/organ utama PBB. Badan ini tidak 
boleh dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu dan harus bebas 
dari segala pengaruh. Pada masa LBB peristiwa yang penting ialah 
dibentuknya Mahkamah Internasional Permanen (Permanent Court 
of International Justice-PCIJ). Mahkamah berdiri setelah statuta 
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diratifikasi oleh mayoritas negara-negara anggota LBB, PCIJ berdiri 
tahun 1921 dan berkedudukan di Den Haag. 
Mahkamah Internasional dalam rangka PBB disebut 
Mahkamah Internasional (International Court of Justice-ICJ). 
Menurut pasal 92 Piagam PBB statute ICJ didasarkan pada statute 
PCIJ dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam 
PBB. 
 
D.3. Tujuan dan Prinsip-Prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa 
Pasal 1 Piagam memuat tujuan PBB: 
1. Memelihara perdamaian dan keamanan Internasional 
2. Mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa 
berdasarkan prinsip-prinsip persamaan derajat. 
3. Mencapai kerjasama internasional dalam memecahkan 
persoalan internasional di bidang ekonomi, sosial dan 
kebudayaan serta masalah kemanusiaan, hak-hak asasi 
manusia. 
4. Menjadi pusat bagi penyelenggaraan segala tindakan-tindakan 
bangsa dalam mencapai tujuan bersama. 
Pasal 2 memuat asas-asas PBB yang digunakan sebagai dasar 
untuk mencapai tujuan tersebut di atas. 
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1. PBB berdasarkan asas persamaan kedaulatan semua 
anggotanya. 
2. Kewajiban untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai 
dengan apa yang tercantum dalam Piagam. 
3. Setiap perselisihan harus diselesaikan secara damai agar 
perdamaian dan keamanan tidak terancam. 
4. Mempergunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau 
kemerdekaan politik suatu negara harus dihindarkan. 
5. Kewajiban untuk membantu PBB terhadap tiap kegiatan yang 
diambil sesuai dengan Piagam dan larangan membantu negara 
di mana negara tersebut oleh PBB dikenakan tindakan-tindakan 
pencegahan dan pemaksaan. 
6. Kewajiban bagi negara bukan anggota PBB untuk bertindak 
sesuai dengan Piagam apabila dianggap perlu untuk 
perdamaian dan keamanan Internasional. 
7. PBB tidak akan campur tangan dalam masalah persoalan dalam 
negeri (domestic jurisdiction) dari negara anggotanya. 
 
D.4. Bentuk-bentuk Partisipasi dalam PBB 
D.4.1 Negara Anggota  
Syarat untuk berpartisipasi atau menjadi anggota dalam PBB, 
menurut piagam PBB adalah; (a) terbuka bagi semua negara-
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negara yang cinta damai. (b) Menerima kewajiban-kewajban yang 
ditentukan dalam piagam, (c) mampu dan ingin melaksanakan 
kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam piagam, (d) 
Permohonan untuk menjadi anggota PBB diputuskan oleh Majelis 
Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan, (e) Keputusan untuk 
menjadi anggota baru akan diputuskan oleh Majelis Umum dengan 
dua per tiga anggota yang hadir dan memberikan suaranya. 
Keanggotaan dalam PBB dapat dibedakan antara anggota asli 
(original members) dan anggota yang diterima kemudian (admitted 
members). Keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. 
Kalau negara anggota asli dapat diterima karena kesempatan yang 
diberikan untuk menjadi anggota asli, sedangkan negara yang 
menjadi anggota kemudian harus memenuhi kualifikasi tertentu.46 
Hingga saat ini (Maret 2013) jumlah anggota PBB menurut 
situs resmi PBB yaitu sebanyak 193 negara. Dimana Israel 
merupakan salah satu anggotanya yang telah bergabung sejak 11 
Mei 1949, sedangkan Palestina sendiri belum tercatat sebagai 
negara anggota. 
 
 
 
 
 
46 Ibid. Hal 273. 
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D.4.2 Observer/Peninjau 
Pengamat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(bahasa Inggris: United Nations General Assembly observers) 
adalah lembaga internasional, entitas atau negara bukan anggota 
PBB sebagai pengamat, negara/lembaga/badan tersebut memiliki 
hak untuk berbicara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 
dan menandatangani resolusi, akan tetapi tidak memiliki hak untuk 
memberikan suara pada pengambilan suara untuk suatu resolusi. 
Status Pengamat diberikan oleh Sidang Resolusi Majelis Umum 
PBB.47 
Partisipasi negara bukan anggota PBB dimungkinkan yaitu 
sebagai negara pengamat bukan anggota (non-member observer 
state), Ketentuan mengenai hal ini tercantum dalam Piagam PBB 
adalah sebagai berikut: 
“…any state which is not Member of the United 
Nations, if it is a party to a dispute under consideration by 
the Security Council, shall be invited to participate, 
without vote, in the discussion relating to the dispute. The 
Security Council shall lay down such condition as it 
deems just for the participation of a state which is not a 
Member of the United Nations.” 
47 Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. Pengamat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. 
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengamat_Majelis_Umum_Perserikatan_Bangsa-Bangsa diakses 
9 Maret 2013. 
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Jadi, Partisipasi negara bukan anggota PBB bisa terjadi 
apabila negara tersebut merupakan salah satu pihak yang 
berselisih, dan perselisihan itu dibicarakan oleh Dewan Keamanan. 
Namun partisipasi tersebut hanya terbatas pada kesempatan 
berbicara mengemukakan dan menjelaskan persoalannya, tanpa 
ikut serta dalam pemungutan suara.48  
48 Sumaryo Suryokusumo. Organisasi Internasional. Jakarta: UI-Press, 1987. Hal 51-52. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian hukum yang berjudul “Pemberian Status ‘non-member 
observer state’ kepada Palestina oleh PBB dalam Upaya Penyelesaian 
Konflik dengan Israel Ditinjau dari Segi Hukum Internasional” menggunakan 
jenis penelitian “yuridis-normatif” yaitu penelitian yang difokuskan pada 
penerapan kaidah-kaidah atau doktrin-doktrin dalam hukum positif dalam hal 
ini hukum internasional. 
 
B. Lokasi Penelitian 
Penulis berencana memilih lokasi penelitian di Kota Makassar Propinsi 
Sulawesi Selatan yaitu : 
1. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin (Unhas), 
2. Perpustakaan Unit Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang akan digunakan oleh penulis dalam proses pelaksanaan 
penelitian adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian 
kepustakaan; buku-buku, laporan-laporan penelitian dan  naskah-naskah 
ilmiah, media cetak dan elektronik berupa berita atau artikel-artikel di internet 
yang berkaitan dengan objek yang menjadi permasalahan. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara 
melakukan penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan 
mempelajari bahan bacaan, berupa teori-teori yang berasal dari buku-buku 
ilmiah, laporan-laporan, jurnal-jurnal hukum, media cetak, dan media 
elektronik, serta bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan objek 
permasalahan 
 
E. Analisis Data 
Seluruh data sekunder yang diperoleh dalam penelitian, dianalisis 
dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan dan 
menggambarkan sesuai permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian 
ini berdasarkan data yang telah diperoleh, sehingga tercapai tujuan-tujuan 
dari penelitian ini.  
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Kedudukan Palestina Pasca Pemberian Status “Non-Member 
Observer State” Oleh PBB ditinjau dari Hukum Internasional 
Pada tanggal 29 November 2012, Palestina mendapatkan status barunya 
yaitu sebagai “non-member observer state” melalui voting majelis umum PBB 
yang diikuti dengan keluarnya Resolusi PBB 67/19 (Status of Palestine in the 
United Nations). Palestina mendapatkan dukungan mayoritas pada Sidang 
Umum tersebut berdasarkan hasil voting yaitu persetujuan dari 138 anggota 
Majelis Umum PBB, 9 anggota yang menolak dan 41 anggota lainnya 
abstain.49 
A.1. Palestina Sebagai Negara 
Palestina sebelum mendapatkan status “non-member observer state” 
yang diberikan oleh PBB, apabila mengacu pada Konvensi Montevideo 
1933 tentang kriteria sebuah negara, maka jelaslah bahwa Palestina 
menurut kriteria tersebut adalah sebuah negara. Syarat atau kriteria untuk 
dapat disebut sebagai sebuah negara telah terpenuhi, dan juga seperti yang 
kita ketahui bahwa Palestina telah mendapatkan pengakuan dari berbagai 
negara-negara yang mendukung perjuangannya, ini bisa dilihat dari 
hubungan-hubungan diplomatik yang Palestina lakukan dengan negara-
49 The Guardian. Op.Cit. 
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negara tersebut. Akan tetapi, tetap saja eksistensi Palestina sebagai sebuah 
negara dianggap masih belum jelas. Salah satu peristiwa yang dapat 
menggambarkan itu adalah ketika Palestina mengeluarkan deklarasi 
pengakuan terhadap yurisdiksi ICC, yang kemudian ditolak oleh ICC dengan 
alasan50; 
“The jurisdiction of the Court is not based on the principle of 
universal jurisdiction: it requires that the United Nations 
Security Council (article 13(b)) or a “State” (article 12) provide 
jurisdiction. Article 12 establishes that a “State” can confer 
jurisdiction to the Court by becoming a Party to the Rome 
Statute (article 12(1)) or by making an ad hoc declaration 
accepting the Court’s jurisdiction (article 12(3)).” 
 
Kemudian pada poin berikutnya; 
 “The Office has been informed that Palestine has been 
recognised as a State in bilateral relations by more than 130 
governments and by certain international organisations, 
including United Nation bodies. However, the current status 
granted to Palestine by the United Nations General Assembly 
is that of “observer”, not as a “Non‐member State”. The Office 
understands that on 23 September 2011, Palestine submitted 
an application for admission to the United Nations as a 
Member State in accordance with article 4(2) of the United 
Nations Charter, but the Security Council has not yet made a 
recommendation in this regard. While this process has no 
direct link with the declaration lodged by Palestine, it informs 
the current legal status of Palestine for the interpretation and 
application of article 12.” 
 
50 ICC dokument: Situation in Palestine (http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/C6162BBF-FEB9-
4FAF-AFA9-836106D2694A/284387/SituationinPalestine030412ENG.pdf) diakses pada 12 
Mei 2013 
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Hal di atas menunjukkan bahwa Palestina tidak dapat diterima menjadi 
bagian dari ICC disebabkan statusnya di PBB hanyalah “observer” belum 
menjadi “observer-state”, atau dengan kata lain Palestina belum dianggap 
sebagai sebuah negara oleh badan internasional tersebut. 
Berdasarkan realitas yang terjadi inilah yang kemudian menunjukkan 
bahwa kriteria untuk dapat dianggap sebagai sebuah negara menurut 
Konvensi Montevideo 1933 saja belum cukup untuk membuat sebuah 
negara dapat hidup seutuhnya sebagai sebuah negara beserta hak dan 
kewajiban yang setara dengan negara-negara lainnya. Dibutuhkan sebuah 
pemberian status yang jelas oleh PBB terhadap sebuah negara baru 
tersebut untuk menegaskan eksistensinya dalam kehidupan internasional. 
Hal lain yang menunjukkan bahwa unsur pengakuan dari PBB belum 
cukup untuk mempertegas status Palestina adalah negara atau bukan, yaitu 
jika mengamati dua Resolusi PBB tentang Palestina yaitu Resolusi 43/177 
pada 15 Desember 1988 dan Resolusi 67/19 pada 29 November 2012. Pada 
Resolusi 43/177 tahun 1988, salah satu poin pentingnya menyebutkan;  
“The General Assembly, acknowledges the proclamation of 
the state of Palestine by the Palestine National Council on 15 
November 1988” 
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Hal ini semestinya telah menunjukkan pengakuan PBB terhadap 
keberadaan negara Palestina, akan tetapi status Palestina sebagai negara 
tetap menjadi sebuah ketidak-jelasan. Pada 29 November 2012 dalam 
Resolusi 67/19, barulah status Palestina sebagai negara menjadi jelas, hal 
ini terlihat dalam salah satu poinnya yang menyatakan;  
“The General Assembly, Decides to accord to Palestine 
non-member observer state status in the United Nations…” 
 
Terdapat frasa “state” dalam kalimat tersebut, yang dapat dimaknai 
sebagai sebuah penegasan bahwa Palestina telah berstatus sebagai 
sebuah negara. Sekali lagi hal ini telah menunjukkan bahwa kriteria untuk 
dapat disebut sebagai sebuah negara menurut Konvensi Montevideo 
haruslah diikuti dengan kejelasan status negara tersebut dalam PBB. 
Dengan statusnya sebagai “non-member observer state” ini, 
pertanyaan-pertanyaan tentang apakah Palestina adalah sebuah negara 
atau bukan, pada titik ini seharusnya tidak muncul lagi. Persoalan mengenai 
keanggotaan Palestina di PBB belum sebagai “member state” adalah 
persoalan lain. Setidaknya PBB telah menegaskan status Palestina sebagai 
sebuah negara. Negara-negara lain memiliki kewajiban untuk menghormati 
itu. 
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Untuk lebih lengkapnya, PBB melalui Resolusi 67/19 pada 29 
November 2012 tersebut menegaskan beberapa poin yaitu51: 
1. Reaffirms the right of the Palestinian people to self-
determination and to independence in their State of 
Palestine on the Palestinian territory occupied since 1967; 
 
2. Decides to accord to Palestine non-member observer State 
status in the United Nations, without prejudice to the 
acquired rights, privileges and role of the Palestine 
Liberation Organization in the United Nations as the 
representative of the Palestinian people, in accordance with 
the relevant resolutions and practice; 
 
3. Expresses the hope that the Security Council will consider 
favourably the application submitted on 23 September 2011 
by the State of Palestine for admission to full membership in 
the United Nations; 
 
4. Affirms its determination to contribute to the achievement of 
the inalienable rights of the Palestinian people and the 
attainment of a peaceful settlement in the Middle East that 
ends the occupation that began in 1967 and fulfils the vision 
of two States: an independent, sovereign, democratic, 
contiguous and viable State of Palestine living side by side 
in peace and security with Israel on the basis of the pre-
1967 borders; 
 
5. Expresses the urgent need for the resumption and 
acceleration of negotiations within the Middle East peace 
process based on the relevant United Nations resolutions, 
the terms of reference of the Madrid Conference, including 
the principle of land for peace, the Arab Peace Initiative and 
the Quartet road map to a permanent two-State solution to 
the Israeli-Palestinian conflict for the achievement of a just, 
lasting and comprehensive peace settlement between the 
51 General Assembly Resolution A/RES/67/19 on November 29th, 2012: “Status of Palestine 
in United Nations”. 
“http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/19862D03C564FA2C85257AAC004EE69B” diakses 
16 Mei 2013. 
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Palestinian and Israeli sides that resolves all outstanding 
core issues, namely the Palestine refugees, Jerusalem, 
settlements, borders, security and water; 
 
6. Urges all States and the specialized agencies and 
organizations of the United Nations system to continue to 
support and assist the Palestinian people in the early 
realization of their right to self-determination, independence 
and freedom; 
 
7. Requests the Secretary-General to take the necessary 
measures to implement the present resolution and to report 
to the General Assembly within three months on progress 
made in this regard. 
 
Jika disimpulkan secara singkat, poin-poin di atas berisi tentang 
penegasan terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri 
dan hidup merdeka di wilayah Negara Palestina yang diduduki sejak tahun 
1967, dan juga salah satu poin penting yaitu Majelis Umum PBB 
memutuskan untuk memberikan status “non-member observer state” 
kepada Palestina. Dalam resolusi tersebut juga mengungkapkan bahwa 
Dewan Keamanan akan mempertimbangkan permohonan yang diajukan 
pada September 2011 oleh Negara Palestina untuk menjadi negara anggota 
di PBB. Seperti yang kita ketahui bahwa pada tanggal 23 September 2011 
tersebut, pemimpin PLO yakni Mahmoud Abbas menyampaikan 
permohonan kepada Dewan Keamanan untuk menjadikan Palestina negara 
anggota di PBB, akan tetapi pada saat itu usaha Palestina untuk menjadi 
negara anggota di PBB belum berhasil. 
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Resolusi ini secara sekilas tidak menggambarkan atau menunjukkan 
peningkatan hak yang dimiliki oleh Palestina dari statusnya sebelumnya 
yaitu “observer” ke status “non-member observer state” tersebut dalam 
sistem PBB. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelum berstatus negara 
pengamat (observer state), Palestina sebenarnya telah menikmati hak-hak 
partisipasi dalam Majelis Umum PBB yang sama dengan hak-hak partisipasi 
sebuah negara pengamat (observer state). Sehingga banyak asumsi yang 
mengatakan bahwa pemberian status ini adalah pemberian status yang 
lebih bersifat simbolis. Akan tetapi, pemberian status ini sebenarnya 
memiliki arti yang lebih dari sekedar status yang bersifat simbolis, jika kita 
mengamati dan mempelajari hal yang dialami Palestina ketika mengajukan 
deklarasi pengakuan yurisdiksi ICC, yang kemudian ditolak oleh ICC dengan 
alasan bahwa status Palestina di PBB belum berstatuskan sebagai sebuah 
negara. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa pemberian status ini 
seharusnya akan memberikan implikasi yang nyata terhadap eksistensi 
Palestina sebagai sebuah negara. 
A.2. Hak dan Kewajiban Palestina sebagai sebuah negara. 
Posisi Palestina sebagai sebuah negara pada dasarnya belum setara 
sepenuhnya dengan negara-negara lain yang tergolong negara anggota di 
PBB, hal ini terkait dengan perbedaan fasilitas-fasilitas yang didapatkan 
negara anggota dan yang bukan negara anggota di PBB, akan tetapi 
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sebagai sebuah negara, Palestina telah memiliki hak-hak dasar sebagai 
subjek hukum internasional terpenting yang harus dilindungi dan 
seharusnya dihormati. 
Berdasarkan American Institute of International Law pada tahun 1916, 
Konvensi Montevideo 1933 mengenai Hak-Hak dan Kewajiban-kewajiban 
Negara, dan dalam Draft Declaration on the Right and Duties of State yang 
disusun oleh Komisi Hukum lnternasional PBB tahun 1949: 
Hak-hak dasar yang paling sering ditekankan, yaitu: 
1. Hak kemerdekaan; 
2. Hak persamaan negara-negara atau persamaan derajat; 
3. Hak yurisdiksi teritorial; 
4. Hak membela diri atau hak mempertahankan diri. 
Kewajiban-kewajiban dasar yang ditekankan, yaitu 
1. Kewajiban untuk tidak mengambil jalan kekerasan atau perang, 
2. Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban traktat 
dengan itikad baik, 
3. Tidak mencampuri urusan negara lain. 
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A.3. Yurisdiksi ICC terhadap Palestina 
International Criminal Court atau yang disingkat ICC merupakan 
pengadilan internasional yang berkedudukan di Den-Haag Meskipun sama-
sama berkedudukan di Den-Haag namun institusi ini tidak ada kaitannya 
dengan lembaga pengadilan internasional lain yang merupakan salah satu 
organ utama PBB yaitu International Court of Justice (ICJ) atau yang lebih 
kita kenal dengan Mahkamah Internasional. Berdasarkan yurisdiksi atau 
kewenangan mengadili maka ICC dibatasi oleh beberapa hal yaitu52: 
a. Berdasarkan subjek hukum yang dapat diadili, ICC hanya dapat 
mengadili individu. Artinya Palestina hanya dapat menuntut oknum 
individu dari Israel misalnya pejabat negara atau pemimpin militer 
Israel yang melakukan kejahatan internasional terhadap 
negaranya. Palestina tidak dapat menuntut Israel sebagai sebuah 
negara. 
b. Berdasarkan jenis kejahatan yang menjadi ruang lingkupnya, yaitu 
kejahatan-kejahatan yang merupakan kejahatan paling serius 
dalam pandangan masyarakat internasional yaitu; (a) the crimes of 
genocide, (b) crimes against humanity, (c) war crimes, (d) the crime 
of aggression.  
52 Sefriani. Yurisdiksi ICC terhadap negara non-anggota Statuta Roma 1998. Jurnal Hukum 
FH-UII Yogyakarta, Vol 14, No.2, April 2007. Hal 314-332. 
http://journal.uii.ac.id/index.php/jurnal-fakultas-hukum/article/view/1070/1808 diakses pada 1 
Juni 2013. 
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c. Berdasarkan waktunya/temporal jurisdiction, ICC hanya memiliki 
yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya 
Statuta Roma, yaitu 1 Juli 2002. Bilamana suatu negara menjadi 
pihak setelah berlakunya Statuta Roma, maka ICC hanya memiliki 
yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan setelah statuta 
berlaku terhadap negara tersebut, kecuali jika negara tersebut 
membuat deklarasi. 
d. Berdasarkan wilayah tempat berlakunya/territorial jurisdiction, ICC 
hanya dapat mengadili kasus-kasus yang diserahkan oleh negara 
peserta yang wilayahnya menjadi tempat dilakukannya kejahatan 
internasional. Di samping itu yurisdiksi juga berlaku dalam wilayah 
yang bukan negara pihak dalam statuta roma yang melakukan 
pengakuan yurisdiksi ICC berdasarkan deklarasi ad-hoc. 
Di samping hal yang disebutkan diatas, ICC juga dapat melaksanakan 
yurisdiksinya terhadap kasus yang diserahkan oleh Dewan Keamanan 
dalam rangka BAB VII Piagam Dewan Keamanan. 
Salah isu yang penting dalam hal pemberian status “non-member 
observer state” kepada Palestina ini adalah mengenai kesempatan 
Palestina untuk menjadi bagian dari ICC. Palestina baru dapat menuntut 
Israel atas kejahatan internasional yang dilakukan terhadap negaranya 
apabila Palestina telah menjadi bagian dari ICC.  
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Kondisi Palestina pada saat ini yaitu Palestina belum meratifikasi 
Statuta Roma dan juga deklarasi penerimaan yurisdiksi ICC pada awal 
tahun 2012 lalu ditolak oleh ICC, dengan alasan seperti yang sudah 
dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi mengingat alasan ICC menolak 
deklarasi Palestina sebelumnya adalah terkait status Palestina di PBB yang 
belum berstatus “state”, maka dengan status Palestina sekarang sebagai 
“state” akan memudahkan langkah Palestina untuk menjadi bagian dari ICC 
atau bisa dikatakan bahwa ini hanyalah persoalan waktu. Apabila ICC telah 
mengakui Palestina sebagai negara dan menerima Palestina sebagai 
yurisdiksinya maka Palestina akan dapat melakukan tuntutan-tuntutan 
terhadap kejahatan-kejahatan internasional yang dilakukan terhadap 
negaranya di ICC. 
Meskipun Palestina telah memiliki hak untuk menuntut Israel, dalam 
realitasnya kemudian, proses penuntutan tidak akan berjalan mudah, hal ini 
disebabkan ICC tidak memiliki yurisdiksi terhadap Israel. Israel adalah salah 
satu negara yang belum meratifikasi Statuta Roma. Dalam pasal 87(5) 
Statuta Roma memang mengatakan bahwa ICC dapat mengundang pihak 
yang bukan bagian dari Statuta (dalam hal ini Israel) untuk bekerja sama 
atau memberikan bantuan terhadap proses penuntutan di ICC, akan tetapi 
jika negara tersebut tidak bersikap “cooperative” maka usaha Palestina 
untuk menuntut “oknum-oknum” dari pihak Israel yang melakukan kejahatan 
Internasional tersebut tentunya akan terhambat. ICC tidak memilki kuasa 
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untuk memaksakan negara non-anggota dari Statuta Roma untuk 
bekerjasama, dan juga ICC tidak memiliki kekuatan (polisi) yang dapat 
digunakan untuk menjalankan perintahnya.53 
Jalan lain untuk menuntut negara non-anggota Statuta Roma adalah 
dengan menggunakan rujukan dari dewan keamanan. ICC berhak untuk 
melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran internasional yang 
dilakukan oleh negara non-anggota statuta. Akan tetapi mengingat Amerika 
merupakan bagian dari anggota tetap dewan keamanan yang memiliki hak-
veto yang notabene memiliki hubungan diplomatik yang kuat dengan Israel, 
sehingga akan sulit terasa bahwa rujukan dari dewan keamanan kepada 
ICC untuk melakukan investigasi terhadap Israel bisa terjadi. 
Hal yang selalu mungkin dan penting untuk dilakukan oleh Palestina 
adalah tetap berjuang untuk mendapatkan dukungan-dukungan dari 
masyarakat Internasional untuk mendesak dewan keamanan mengeluarkan 
rujukan kepada ICC untuk melakukan investigasi terhadap Israel, apabila 
Israel tetap melakukan kejahatan internasional.  Mengingat Palestina yang 
telah memiliki status sebagai negara, maka usaha-usaha untuk meraih 
dukungan tersebut kemungkinan tidak akan menemui kesulitan. 
 
 
53 Mrinalini Singh. UNA-UK Briefing: “Palestinian UN “observer state” status: what it really 
means”. http://una.org.uk/news/13/01/palestinian-un-%E2%80%9Cobserver-
state%E2%80%9D-status-what-it-really-means diakses pada 14 Juni 2013. 
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A.4. Yurisdiksi ICJ terhadap Palestina 
Sama halnya dengan ICC, dengan berstatus sebagai “negara”, 
Palestina pun memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari ICJ 
(International Court of Justice) dengan cara meratifikasi statuta mahkamah 
internasional. Statuta Mahkamah Internasional tersebut merupakan 
lampiran dari Piagam PBB. Negara-negara yang merupakan anggota PBB, 
secara otomatis telah menjadi bagian dari Statuta Mahkamah Internasional. 
Sebuah negara dapat menjadi bagian dari Statuta Mahkamah Internasional 
tanpa harus menjadi negara anggota PBB terlebih dahulu yaitu dengan 
meratifikasi statuta tersebut. 
 
B. Kesempatan Palestina untuk Menjadi “Permanent Member” di PBB 
Pasca Pemberian Status “Non-Member Observer State” 
Peningkatan status Palestina menjadi “non-member observer state” 
secara tidak langsung dapat dimaknai sebagai sebuah langkah awal yang 
positif dalam usaha Palestina menjadi negara anggota di PBB. Pada tanggal 
23 September 2011 lalu, Palestina melalui PLO memang telah mengajukan 
permohonan untuk menjadi anggota PBB, akan tetapi belum menemui hasil 
akibat veto yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada saat itu54. 
54 Quiqley. Palestine Statehood and International Law. Global Policy Essay, January 2013. 
http://www.globalpolicyjournal.com/sites/default/files/pdf/Quigley%20-
%20Palestine%20statehood%20and%20international%20law%2001.13_0.pdf diakses pada 
19 Juni 2013 
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Menjadi suatu yang ganjil ketika mengamati bahwa Palestina telah menjadi 
negara anggota di UNESCO yang notabene adalah bagian dari PBB, akan 
tetapi Palestina belum menjadi negara anggota di PBB. Pada dasarnya 
keanggotaan di UNESCO identik dengan keanggotaan di PBB. Keanggotaan 
di UNESCO membutuhkan vote/dukungan yang cukup dari anggota lainnya 
untuk memberi keanggotaan baru kepada suatu negara, sama halnya juga 
dengan keanggotaan di PBB. Namun keanggotaan di PBB, pertama-tama 
haruslah melalui rekomendasi dari Dewan Keamanan. 
Mungkin dapat dikatakan bahwa keanggotaan penuh di PBB adalah 
sesuatu yang paling dicita-citakan oleh pihak Palestina, karena dengan 
menjadi negara anggota di PBB, Palestina dapat dikatakan secara tegas, telah 
memiliki posisi yang sama dan sederajat dengan negara-negara lainnya di 
PBB. 
 
B.1. Keanggotaan di PBB Berdasarkan Piagam PBB 
Pada pasal 4 Piagam PBB menyatakan bahwa: 
“Membership in the United Nations is open to all other 
peace-loving states which accept the obligations contained 
in the present Charter and, in the judgment of the 
Organization, are able and willing to carry out these 
obligations.” 
 
“The admission of any such state to membership in the 
United Nations will be effected by a decision of the General 
Assembly upon the recommendation of the Security 
Council.” 
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Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa keanggotaan di PBB 
terbuka bagi semua negara yang cinta damai dan bersedia menerima 
dan melaksanakan segala kewajiban yang terdapat dalam piagam 
PBB. Terdapat kata “state” dalam pasal tersebut yang berarti “negara”. 
Negara yang dimaksud disini adalah tentunya negara yang merdeka 
dan telah memenuhi segala syarat berdirinya sebuah negara menurut 
hukum Internasional. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya 
bahwa syarat berdirinya suatu negara dapat dilihat dalam Pasal 1 
Konvensi Montevideo, yaitu kriteria untuk dapat disebut sebagai 
sebuah negara adalah adanya wilayah, penduduk yang tetap, 
pemerintahan yang efektif, dan kemampuan untuk menjalin hubungan 
dengan negara lain. 
Begitupun dengan Palestina, yang merupakan sebuah negara 
yang merdeka. Palestina telah dapat membuktikan bahwa negaranya 
telah memenuhi keempat syarat sah diakuinya sebuah negara 
menurut hukum internasional, ditambah lagi pasca “penegasan” status 
Palestina sebagai “state” dalam statusnya sebagai “non-member 
observer state” yang diberikan oleh PBB melalui resolusi 67/19. Hal ini 
seharusnya telah menjawab keraguan sebagian masyarakat 
internasional terkait status Palestina, yang sebelumnya masih 
mempertanyakan status Palestina. Sebagian masyarakat internasional 
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tersebut masih menganggap Palestina belum sepenuhnya memenuhi 
kriteria sebuah negara berdasarkan Konvensi Montevideo 1933. 
Lebih lanjut, prosedur pendaftaran anggota baru PBB diatur 
dalam “U.N. General Assembly, ‘Rules of Prosedure’, Chap XIV” yaitu 
sebagai berikut55: 
1. Any State which desires to become a Member of the 
United Nations shall submit an application to the 
Secretary-General. Such application shall contain a 
declaration, made in a formal instrument, that the State 
in question accepts the obligations contained in the 
Charter. 
 
2. The Secretary-General shall, for information, send a copy 
of the application to the General Assembly, or to the 
Members of the United Nations if the Assembly is not in 
session. 
 
3. If the Security Council recommends the applicant State 
for membership, the General Assembly shall consider 
whether the applicant is a peace-loving State and is able 
and willing to carry out the obligations contained in the 
Charter and shall decide, by a two-thirds majority of the 
members present and voting, upon its application for 
membership. 
 
4. If the Security Council does not recommend the applicant 
State for membership or postpones the consideration of 
the application, the General Assembly may, after full 
consideration of the special report of the Security Council, 
send the application back to the Council, together with a 
full record of the discussion in the Assembly, for further 
consideration and recommendation or report. 
 
5. The Secretary-General shall inform the applicant State of 
the decision of the General Assembly. If the application 
55 U.N. General Assembly, “Rules of Prosedure”, Chap XIV. 
“http://www.un.org/en/ga/about/ropga/adms.shtml” diakses pada 3 Juli 2013 
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is approved, membership shall become effective on the 
date on which the General Assembly takes its decision 
on the application.” 
 
Untuk bisa menjadi anggota PBB, Palestina membutuhkan 
minimal 9 persetujuan dari anggota dewan keamanan dan tidak ditolak 
dari salah satu pemgang hak veto yakni Cina, Rusia, Inggris, Prancis, 
dan Amerika Serikat. Dewan Keamanan PBB totalnya beranggotakan 
15 negara. 5 diantaranya adalah anggota tetap dewan keamanan, dan 
10 negara lainnya merupakan anggota tidak tetap dewan keamanan. 
Dari rekomendasi tersebut dalam sidang Majelis Umum kemudian 
akan dilakukan vote, yang dimana Palestina membutuhkan dukungan 
2/3 suara dari 193 anggota Majelis Umum.  
Perjuangan untuk memperoleh dukungan minimal 9 anggota 
dewan keamanan dan tidak mendapatkan satu veto pun dari 5 anggota 
tetap Dewan Keamanan itulah yang dari dulu diperjuangkan oleh 
bangsa Palestina.  
 
B.2. Tantangan dan Usaha yang dapat ditempuh oleh Palestina untuk 
menjadi negara anggota di PBB 
Seperti yang kita ketahui bahwa pada dasarnya Palestina telah 
memenuhi persyaratan atau kriteria untuk menjadi negara anggota di PBB 
berdasarkan piagam PBB seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. 
Palestina telah berupaya dengan mengajukan permohonan keanggotaan di 
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PBB, namun usaha Palestina tersebut terkendala dengan adanya veto dari 
salah satu pemegang hak veto yaitu Amerika Serikat. Bahkan Amerika 
Serikat secara terang-terangan mengatakan akan menentang semua 
langkah Palestina terkait dengan usahanya mencalonkan diri menjadi 
negara anggota di PBB56. Sungguh tidak etis terlihat, ketika Amerika Serikat 
yang notabene adalah sebuah negara yang berpengaruh di PBB dan 
merupakan penggerak HAM dan demokrasi dengan secara terbuka 
menentang kebebasan dan terlihat membiarkan terjadinya pelanggaran 
HAM. 
Jika mengacu pada apa yang dialami oleh Palestina, yang dimana 
keanggotaanya terhalangi oleh hak veto, dapat dikatakan bahwa 
sebenarnya ketentuan keanggotaan PBB menurut Pasal 4 Piagam PBB, 
semata-mata lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor politik. Akan sulit 
bagi suatu negara untuk masuk menjadi anggota PBB apabila bertentangan 
dengan kepentingan politik para pemegang hak veto. 
Palestina perlu melakukan berbagai usaha apabila keanggotaannya di 
PBB terus-menerus terhalangi oleh hak veto, salah satu hal yang dapat 
dilakukan oleh Palestina adalah dengan mengumpulkan dukungan serta 
meminta bantuan dari negara-negara yang telah mengakui Negara 
56 BBC: Obama mengatakan pada Abbas akan memveto Palestina 
“http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/09/110922_obamapalestina.shtml” diakses pada 
3 Juli 2013  
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Palestina di PBB agar Majelis Umum PBB dapat menerapkan apa yang 
terdapat dalam Resolusi 377 “The Uniting For Peace Resolution”.57 
Resolusi 377 Majelis Umum PBB ini atau yang biasa disebut sebagai 
resolusi “Uniting For Peace” dikeluarkan pada 3 November 195058. Salah 
satu poin penting dalam resolusi ini menyatakan; 
“…Resolves that if the Security Council, because of lack of 
unanimity of the permanent members, fails to exercise its primary 
responsibility for the maintenance of international peace and 
security in any case where there appears to be a threat to the 
peace, breach of the peace, or act of aggression, the General 
Assembly shall consider the matter immediately with a view to 
making appropriate recommendations to Members for collective 
measures, including in the case of a breach of the peace or act 
of aggression the use of armed force when necessary, to maintain 
or restore international peace and security…” 
 
Pada prinsipnya, resolusi ini menyatakan bahwa dalam kasus dimana 
Dewan Keamanan gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya 
utamanya yaitu menjaga keamanan dan perdamaian dunia, maka Majelis 
Umum dapat mengambil alih tanggung jawab tersebut dengan 
mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap 
perlu. Kegagalan Dewan Keamanan ini bisa dikaitkan dalam hal 
penggunaan hak veto yang berlebihan dari Amerika Serikat yang 
berdampak pada usaha Palestina untuk menjadi anggota PBB tidak dapat 
57 Pamela Falk. “Supporters of Palestinian State Could Circumvent U.S. Veto at U.N.,” CBS 
News, May 20, 2011. “http://www.cbsnews.com/8301-503544_162-20064778-503544.html” 
diakses pada 3 Juli 2013. 
58 Christian Tomuschat. “Uniting for Peace: General Assembly Resolution 377 (V),” U.N. 
Audiovisual Library of International Law. “http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/ufp/ufp.html” 
diakses pada 3 Juli 2013. 
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terwujud. Dengan menerapkan resolusi ini maka besar kemungkinan Majelis 
Umum dapat memberikan keanggotaan PBB kepada Palestina tanpa 
melalui rekomendasi dari Dewan Keamanan. 
Usaha lain yang memungkinkan untuk dilakukan oleh Palestina selain 
usaha untuk meminta bantuan dari Majelis Umum untuk menerapkan 
Resolusi 377 adalah dengan juga meminta dukungan dan bantuan dari 
negara-negara yang mengakuinya dalam Majelis Umum, agar mau kembali 
mengusulkan “advisory opinion” oleh ICJ terhadap pasal 4 ayat 2 Piagam 
PBB. Sebelumnya pada tahun 1950, sebenarnya ICJ telah mengeluarkan 
“advisory opinion” berkaitan dengan hal yang kurang lebih sama yaitu 
“Advisory Opinion of Competence of the General Assembly for the 
Admission of a State to the United Nations”. Hal yang ditanyakan untuk oleh 
Majelis Umum untuk dilakukan “advisory opinion” pada saat itu adalah59; 
“…Can the admission of a State to membership in the United 
Nations, pursuant to Article 4, paragraph 2, of the Charter, be 
effected by a decision of the General Assembly when the Security 
Council has made no recommendation for admission by reason 
of the candidate failing to obtain the requisite majority or of the 
negative vote of a permanent Member upon a resolution so to 
recommend?...” 
 
59 ICJ Advisory Opinion: Competence of the General Assembly for the Admission of a State to 
the United Nations. 
“http://www.worldcourts.com/icj/eng/decisions/1950.03.03_admission_to_UN.htm” diakses 4 
Juli 2013. 
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Jawaban ICJ adalah tetap mengacu pada pasal 4 ayat 2 Piagam PBB 
yang menyatakan60; 
“…The Court has no doubt as to the meaning of the relevant 
clause: paragraph 2 ,of Article 4 of the Charter. two things were 
required to effect admission: a recommendation by the Council and 
a decision by the Assembly. The use in the article of the words 
"recommendation" and "upon" implied the idea that the 
recommendation was the foundation of the decision. Both these 
acts were indispensable to form the "judgment" of the Organization 
(paragraph 1 of Article 4), the recommendation being the condition 
precedent to the decision by which the admission was effected…” 
 
Pada intinya pada saat itu, ICJ tetap berpendapat bahwa untuk 
menjadi negara anggota PBB, sebuah negara atau “entitas” memerlukan 
dua hal penting yaitu rekomendasi dari Dewan Keamanan dan keputusan 
dari Majelis Umum. Artinya, kedua syarat tersebut adalah syarat kolektif 
atau dipandang sebagai suatu kesatuan. Kedua syarat tersebut harus 
dipenuhi oleh suatu negara untuk menjadi negara anggota PBB. 
Usulan mengenai permintaan “advisory opinion” terhadap Pasal 4 ayat 
2 Piagam PBB ini bisa dikatakan relevan jika didasarkan pada 
pertimbangkan perkembangan zaman yang tentunya juga telah diikuti 
dengan perkembangan hukum internasional, karena permintaan “advisory 
opinion” ini telah lama dilakukan yaitu pada tahun 1949, dan setelah itu tidak 
ada lagi permintaan terhadap penafsiran Pasal 4 ayat 2 Piagam PBB. 
Sehingga boleh dikatakan “advisory opinion” yang telah dilakukan terdahulu 
60 Ibid. 
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tersebut sebaiknya “diperbarui” dengan pertimbangan terhadap 
perkembangan-perkembangan yang telah terjadi terhadap hukum 
internasional dan dinamika kehidupan masyarakat internasional itu sendiri. 
Berdasarkan statuta mahkamah internasional peninjauan kembali 
terhadap suatu keputusan yang dikeluarkan ICJ dapat dilakukan apabila 
diperolah fakta-fakta baru. Fakta-fakta tersebut berkaitan dengan 
perkembangan hukum internasional bahwa persoalan mengenai 
penerimaan anggota PBB sebaiknya tidak masuk dalam persoalan 
prosedural semata, akan tetapi PBB harus konsisten terhadap prinsip 
universalitas dalam penerimaan anggotanya. PBB harus 
mempertimbangkan akan pentingnya sebuah kesetaraan bagi Palestina 
dengan negara-negara lain, agar hak-haknya sebagai sebuah negara bisa 
dihormati, sehingga dengan demikian posisi tawar Palestina terhadap 
negoisasi-negoisasi penyelesaian konflik yang dilakukan, memiliki posisi 
tawar yang setara dengan Israel. Sehingga dunia internasional bisa optimis 
bahwa konflik yang telah berlangsung lama tersebut bisa berakhir. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Meskipun pemberian status “non-member observer state” 
kepada Palestina oleh PBB dianggap sebagian pihak adalah 
pemberian status yang lebih bersifat simbolik, namun 
sesungguhnya pemberian status ini memiliki arti penting. Dengan 
adanya pemberian status ini, maka dengan demikian akan 
semakin mempertegas posisi dan eksistensi Palestina sebagai 
sebuah negara dalam hukum internasional. Hal ini akan 
membuka ruang bagi Palestina untuk ikut menjadi bagian dalam 
badan-badan PBB, dan juga telah membuka peluang bagi 
Palestina untuk menjadi bagian dari ICC yang diharapkan 
nantinya dapat digunakan sebagai kekuatan Palestina untuk 
menuntut Israel atas pelanggaran Internasional yang Israel 
lakukan terhadap kedaulatan Palestina. Status ini memang tidak 
secara otomatis menjadikan Palestina negara anggota penuh di 
PBB, akan tetapi dengan statusnya ini, adalah menjadi sebuah 
kewajiban bagi negara-negara lain terkhususnya Israel untuk 
menghormati hak-hak Palestina sebagai sebuah negara. 
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2. Pemberian status “non-member observer state” kepada Palestina 
oleh PBB dapat dimaknai sebagai sebuah langkah awal yang 
positif dalam usaha Palestina menjadi “permanent member” di 
PBB. Memang pemberian status ini bukanlah menjadi suatu 
jaminan hukum. Dalam hukum internasional belum ada 
ketentuan khusus yang mengatur secara jelas bahwa negara 
yang memperoleh status “non-member observer state” akan 
secara langsung dan mudah menjadi “permanent member” di 
PBB apabila mereka mengajukan keanggotaan. Namun, secara 
politik, pemberian status ini pada dasarnya dapat dimaknai 
sebagai sebuah dukungan kuat yang telah didapatkan oleh 
Palestina dari masyarakat internasional. Hal ini kemudian dapat 
digunakan sebagai kekuatan politik bagi Palestina untuk 
membantu usahanya menjadi negara anggota PBB yang dimana 
usahanya tersebut selalu terhalangi oleh kekuatan politik juga 
yaitu veto dari dewan keamanan. 
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B. Saran 
Pasca pemberian status ini, Palestina masih tetap harus berjuang 
dengan cara, terus menggalang dukungan dari masyarakat internasional. 
Palestina harus terus memperjuangkan keanggotaannya di PBB. Dengan 
menjadi negara anggota PBB, maka Palestina memiliki derajat yang 
sama dengan negara-negara lain dalam kehidupan masyarakat 
internasional, terkhususnya dengan Israel. Dapat dikatakan bahwa usaha 
atau langkah pertama yang paling penting yang harus diambil dalam 
proses penyelesaian sengketa Israel-Palestina adalah dengan 
memposisikan kedua negara tersebut sederajat/setara dengan demikian, 
diharapkan proses negoisasi atau perundingan damai dapat berjalan 
dengan adil. 
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Resolution adopted by the General Assembly 
[without reference to a Main Committee (A/67/L.28 and Add.1)] 
67/19. Status of Palestine in the United Nations 
 The General Assembly, 
 Guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations, 
and stressing in this regard the principle of equal rights and self-determination of 
peoples, 
 Recalling its resolution 2625 (XXV) of 24 October 1970, 1  by which it 
affirmed, inter alia, the duty of every State to promote, through joint and separate 
action, realization of the principle of equal rights and self-determination of peoples, 
 Stressing the importance of maintaining and strengthening international peace 
founded upon freedom, equality, justice and respect for fundamental human rights, 
 Recalling its resolution 181 (II) of 29 November 1947, 
 Reaffirming the principle, set out in the Charter, of the inadmissibility of the 
acquisition of territory by force,  
 Reaffirming also relevant Security Council resolutions, including resolutions 
242 (1967) of 22 November 1967, 338 (1973) of 22 October 1973, 446 (1979) of 
22 March 1979, 478 (1980) of 20 August 1980, 1397 (2002) of 12 March 2002, 
1515 (2003) of 19 November 2003 and 1850 (2008) of 16 December 2008, 
 Reaffirming further the applicability of the Geneva Convention relative to the 
Protection of Civilian Persons in Time of War, of 12 August 1949,2 to the Occupied 
Palestinian Territory, including East Jerusalem, including with regard to the matter 
of prisoners, 
 Reaffirming its resolution 3236 (XXIX) of 22 November 1974 and all relevant 
resolutions, including resolution 66/146 of 19 December 2011, reaffirming the right 
of the Palestinian people to self-determination, including the right to their 
independent State of Palestine, 
_______________ 
1
 Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among 
States in accordance with the Charter of the United Nations. 
2
 United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973. 
A/RES/67/19 
2 
 Reaffirming also its resolutions 43/176 of 15 December 1988 and 66/17 of 
30 November 2011 and all relevant resolutions regarding the peaceful settlement of 
the question of Palestine, which, inter alia, stress the need for the withdrawal of 
Israel from the Palestinian territory occupied since 1967, including East Jerusalem, 
the realization of the inalienable rights of the Palestinian people, primarily the right 
to self-determination and the right to their independent State, a just resolution of the 
problem of the Palestine refugees in conformity with resolution 194 (III) of 
11 December 1948 and the complete cessation of all Israeli settlement activities in 
the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, 
 Reaffirming further its resolution 66/18 of 30 November 2011 and all relevant 
resolutions regarding the status of Jerusalem, bearing in mind that the annexation of 
East Jerusalem is not recognized by the international community, and emphasizing 
the need for a way to be found through negotiations to resolve the status of 
Jerusalem as the capital of two States, 
 Recalling the advisory opinion of the International Court of Justice of 9 July 
2004,3 
 Reaffirming its resolution 58/292 of 6 May 2004 affirming, inter alia, that the 
status of the Palestinian territory occupied since 1967, including East Jerusalem, 
remains one of military occupation and that, in accordance with international law 
and relevant United Nations resolutions, the Palestinian people have the right to 
self-determination and to sovereignty over their territory, 
 Recalling its resolutions 3210 (XXIX) of 14 October 1974 and 3237 (XXIX) 
of 22 November 1974, by which, respectively, the Palestine Liberation Organization 
was invited to participate in the deliberations of the General Assembly as the 
representative of the Palestinian people and was granted observer status, 
 Recalling also its resolution 43/177 of 15 December 1988, by which it, inter 
alia, acknowledged the proclamation of the State of Palestine by the Palestine 
National Council on 15 November 1988 and decided that the designation 
“Palestine” should be used in place of the designation “Palestine Liberation 
Organization” in the United Nations system, without prejudice to the observer status 
and functions of the Palestine Liberation Organization within the United Nations 
system, 
 Taking into consideration that the Executive Committee of the Palestine 
Liberation Organization, in accordance with a decision by the Palestine National 
Council, is entrusted with the powers and responsibilities of the Provisional 
Government of the State of Palestine,4 
 Recalling its resolution 52/250 of 7 July 1998, by which additional rights and 
privileges were accorded to Palestine in its capacity as observer, 
 Recalling also the Arab Peace Initiative adopted in March 2002 by the Council 
of the League of Arab States,5 
 Reaffirming its commitment, in accordance with international law, to the two-
State solution of an independent, sovereign, democratic, viable and contiguous State 
_______________ 
3
 See A/ES-10/273 and Corr.1. 
4
 See A/43/928, annex. 
5
 A/56/1026-S/2002/932, annex II, resolution 14/221. 
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of Palestine living side by side with Israel in peace and security on the basis of the 
pre-1967 borders, 
 Bearing in mind the mutual recognition of 9 September 1993 between the 
Government of the State of Israel and the Palestine Liberation Organization, the 
representative of the Palestinian people, 
 Affirming the right of all States in the region to live in peace within secure and 
internationally recognized borders, 
 Commending the Palestinian National Authority’s 2009 plan for constructing 
the institutions of an independent Palestinian State within a two-year period, and 
welcoming the positive assessments in this regard about readiness for statehood by 
the World Bank, the United Nations and the International Monetary Fund and as 
reflected in the Ad Hoc Liaison Committee Chair conclusions of April 2011 and 
subsequent Chair conclusions, which determined that the Palestinian Authority is 
above the threshold for a functioning State in key sectors studied, 
 Recognizing that full membership is enjoyed by Palestine in the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, the Economic and Social 
Commission for Western Asia and the Group of Asia-Pacific States and that 
Palestine is also a full member of the League of Arab States, the Movement of 
Non-Aligned Countries, the Organization of Islamic Cooperation and the Group 
of 77 and China, 
 Recognizing also that, to date, 132 States Members of the United Nations have 
accorded recognition to the State of Palestine, 
 Taking note of the 11 November 2011 report of the Security Council 
Committee on the Admission of New Members,6 
 Stressing the permanent responsibility of the United Nations towards the 
question of Palestine until it is satisfactorily resolved in all its aspects, 
 Reaffirming the principle of universality of membership of the United Nations, 
 1. Reaffirms the right of the Palestinian people to self-determination and to 
independence in their State of Palestine on the Palestinian territory occupied since 
1967; 
 2. Decides to accord to Palestine non-member observer State status in the 
United Nations, without prejudice to the acquired rights, privileges and role of the 
Palestine Liberation Organization in the United Nations as the representative of the 
Palestinian people, in accordance with the relevant resolutions and practice; 
 3. Expresses the hope that the Security Council will consider favourably the 
application submitted on 23 September 2011 by the State of Palestine for admission 
to full membership in the United Nations;7 
 4. Affirms its determination to contribute to the achievement of the 
inalienable rights of the Palestinian people and the attainment of a peaceful 
settlement in the Middle East that ends the occupation that began in 1967 and fulfils 
the vision of two States: an independent, sovereign, democratic, contiguous and 
_______________ 
6
 S/2011/705. 
7
 A/66/371-S/2011/592, annex I. 
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viable State of Palestine living side by side in peace and security with Israel on the 
basis of the pre-1967 borders; 
 5. Expresses the urgent need for the resumption and acceleration of 
negotiations within the Middle East peace process based on the relevant United 
Nations resolutions, the terms of reference of the Madrid Conference, including the 
principle of land for peace, the Arab Peace Initiative5 and the Quartet road map to a 
permanent two-State solution to the Israeli-Palestinian conflict8 for the achievement 
of a just, lasting and comprehensive peace settlement between the Palestinian and 
Israeli sides that resolves all outstanding core issues, namely the Palestine refugees, 
Jerusalem, settlements, borders, security and water; 
 6. Urges all States and the specialized agencies and organizations of the 
United Nations system to continue to support and assist the Palestinian people in the 
early realization of their right to self-determination, independence and freedom; 
 7. Requests the Secretary-General to take the necessary measures to 
implement the present resolution and to report to the General Assembly within three 
months on progress made in this regard. 
 
44th plenary meeting 
29 November 2012 
 
_______________ 
8
 S/2003/529, annex. 
